BAB V

REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DALAM HUKUM ISLAM

A. Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Islam

Istilah narkoba sendiri belum muncul pada saat Islam datang, namun
bukan berarti narkoba merupakan hal yang baru. Pada zaman dahulu narkoba
tidak ada. Akan tetapi sejenis narkoba sejak zaman dahulu sudah ada, hanya
orang-orang pada masa itu menyebutnya bukan narkoba tetapi opium. Bahkan tiga
abad sebelum Nabi Isa dilahirkan, opium sudah dipergunakan sebagai obat di
Mesir, bahkan dijadikan simbol mata uang di negara itu. Di Mesir opium dikenal
sebagai obat tidur atau obat penenang. Sementara itu ganja telah dipakai
masyarakat Asia kecil sejak lima abad sebelum masehi, untuk meraih kesenangan
dan ketenangan serta kegembiraan sesaat (eforia). Tanaman ganja bahkan sangat
mempengaruhi kehidupan manusia selama berabad-abad di sepanjang pantai utara
Afrika sampai ke India dalam lintasan sejarah, ganja mampu mempengaruhi
kebudayaan manusia.*

Dalam perkembangan dunia Islam, khamr kemudian bergesekan,
bermetamofosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang
kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba.Untuk itu, dalam
analoginya larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal- hal yang

memabukkan, adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkoba.?

! M. Arif Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan
Melawan ,(Bandung: Nuansa Cendikia, 2003), h. 72
?Ibid, h. 88
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Pengharaman narkoba bukan sebab digiyaskan dengan khamr, melainkan
dalam segi illat (dasar hukum) mempunyai segi kesamaan yaitu sama-sama
mempuyai efek samping muskir (mabuk), dan ada nash yang mengharamkan
karena menimbulkan dharar (bahaya) bagi pemakainya.® Para ulama sepakat
haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. lbn
Taimiyyah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan,
diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat
menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walaupun tidak memabukkan”.*

Dalil-dalil yang mengarah kepada keharaman narkoba sudah banyak
diketahui, maka dari itu penulis mengambil dalil-dalil yang dirasa cukup
mewakili dalam dasar keharamannya, di antaranya al-Qur’an surat al-A’raf ayat
157 Allah berfirman:
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Terjemahannya: Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan
mengharmkan bagi mereka segala yang buruk.”

Setiap yang khabits terlarang dengan ayat ini, di antara makna khabits
adalah yang memberikan efek negatif.
Dalil berikutnya Allah berfirman dalam surat al-Bagarah ayat 195 dan

surat al-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

31 2B 53l st

® Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Juz.
IV, h. 177

“*Ahmad Tagiyu al-Din Abu al-Abbas Ibnu Taimiyyah,Majmu’ al-Fatawa, (Beirut: Dar
al-‘Arabiyyah,1987), Jilid. 17, h. 204

> Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: al-Huda Gema Insani,
2005), h. 171
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Terjemahannya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke
dalam kebinasaan.®
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Terjemahannya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya
Allah maha Penyayamg kepadamu.’

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami akan haramnya merusak diri
sendiri atau membinasakan diri sendiri. Tentu yang namanya narkoba sudah pasti
merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah dapat dipahami
bahwa narkoba itu haram.

Selanjutnya hadis dari Ummu Salamah dan hadis dari Abu Hurairah,

Nabi Muhammad SAW bersabda:
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Terjemahannya: Rasulullah shallallahu alahi wa salllam, melarang dari
segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat
lemah). (HR. Abu Daud).?

Nash tersebut adalah hadis dengan sanad sahih dari Ummu Salamah r.a,

bahwa Rasulullah SAW telah melarang dari segala sesuatu yang memabukkan
(muskir) dan melemahkan (mufattir), maka demikian pula dengan mufattir atau

narkoba. Mufattir adalah (tranquilizer) zat yang menimbulkan rasa tenang atau

rileks (istirkha) dan malas (tatsaqul) pada tubuh manusia.’

®Ibid, h. 31

"Ibid, h. 84

8Abullah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2007), h. 156

*Muhammad Ruwas Qal’aji,Mu jamLughah Al-Fugaha, (Kuwait: Maktabah al- Falah,
t.th), h. 342
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Terjemahannya: Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya

dari gunung hingga mati, maka dia di neraka
Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di
neraka itu, kekal selama-lamanya. Barang siapa
dengan sengaja menenggak racun hingga mati,
maka racun itu tetap ditangannya dan dia
menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam
keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa
yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi
itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke
perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan
kekal selama-lamanya. (HR. al-Bukhari).'°

Dari hadis di atas dapat dipahami akan ancaman yang keras bagi orang

yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengkonsumsi narkoba tentu menjadi

sebab yang bisa menghantarkan kepada kebinasaan, karena narkoba hampir sama

halnya dengan racun. Sehingga hadis ini pun bisa menjadi dalil haramnya

narkoba.

Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah

oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan

peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi

aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi

bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk sesuai dengan kepentingan

dan kondisi si pemakai.™

Abu Abdullah Muhamad ibn Ismail ibn al-Mughirah ibn Baardizbah al-Bukhari,

Shahih al-Bukhari, Penerjemah: Zainuddin Hamidy, (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 352

YArif Furgan, dkk, Islam Untuk Disiplin llmu Hukum, (Jakarta: Departemen Agama RI,

Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), h. 235
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Jika kebiasaan meminum khamr mengakibatkan mabuk dan ketagihan, maka terdapat
kesamaan dengan narkoba. Mengkonsumsi narkoba dalam dosis tertentu dapat menimbulkan
dampak yang sangat merusak bagi pemakainya, seperti ketagihan dan merusak akal pikiran.
Khamr dan narkoba merupakan dua jenis yang berbeda, yaitu kalau narkoba jenis dan
bahan yang digunakan cenderung lebih modern, sedangkan kalau khamr jenis dan
bahan yang digunakan untuk meracik lebih condong pada hal-hal yang bersifat
tradisional. Segi persamaannya dari akibat yang ditimbulkannya. yaitu keduanya sama-
sama memabukkan serta dapat menghilangkankesadaran akal pikiran.

Semua cara yang dipergunakan untuk memasukkan khamr ke dalam
tubuh, seperti suntikan, rokok atau melalui tablet-tablet asal memabukkan meski
tidak diminum melalui mulut, semuanya termasuk khamr sekalipun nama dan cara
mempergunakannya berlainan. Orang yang menggunakannya akan mendapat
siksaan dan laknat dari Allah."?

Dalam menetapkan hukuman bagi kesalahan penyalahgunaan narkoba,
terdapat ulama yang menyamakan hukumannya dengan kesalahan meminum
khamr. Menurut Ibnu Taimiyah, narkoba dalam bentuk apa sekalipun seperti
ganja, marijuana, morfin, candu, dan penggunaanya dikenakan hukuman had
sebagaimana yang dikenakan kepada peminum khamr. Pendapat senada juga
diungkapkan oleh Azat Husnain, sebagai berikut: Dijatuhkan sanksi had orang
yang menyalahgunakan narkoba sebagaimana dijatunkan had bagi peminum
khamryaitu dicambuk sebanyak 40 kali. Kesalahan ini termasuk dalam kesalahan

hudud yang pernah dijalankan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Umar bin

2Ahmad Abdul Majid, Hakikat Hukum Allah, (Surabaya: Mutiara llmu, 1995), Cet I, h.
80.
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Khattab  pernah menghukum sehingga 80 kali cambukan.®* Sebagaimana
Rasulullah SAW bersabda:
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Terjemahannya: Diriwayatkan dari Anas ra: Sesungguhnya kepada
Rasulullah SAW telah dihadapkan seorang laki-laki
yang meminum minuman keras, maka Rasulullah SAW
memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak
empat puluh kali, Anas berkata: dan dilaksanakan oleh
Abu Bakar ketika datang masanya Umar
dimusyawarhkanlah dengan yang lain, berkata
Abdurrahman: hukuman had yang paling rendah adalah
delapan puluh, maka Umar menyuruhnya. (HR.
Muslim)*
1. Ketentuan Hukuman Cambuk dalam Jarimah Peminum Khamr
Meskipun hukuman cambuk bagi peminum khamr tidak terdapat
dalam al-Qur’an. Semua ulama figih sepakat bahwa meminum-minuman
khamr merupakan jarimah yang hukumannya adalah had. Alasan penetapannya
tidak terlepas dari konsekuensi pengharamannya dalam nash.
Menurut Imam Tagiyudin dalam kitab Kifayatul Ahyar terkait alasan
bahwa hukuman had bagi peminum khamr wajib dilaksanakan karena
meminum-minuman khamr merupakan dosa besar yaitu penyebab hilangnya

akal, maka ketentuan tersebut telah menjadi suatu kemudaratan yang berlaku

diseluruh kepercayaan.®

BAzat Husnain, al-Muskirat wa al-Mukhaddirat baina al-Syari’ah wa al-Qanun,
(Riyad: t,tp, 1984), h. 120

Y Abi Husain Muslim, Shahih Muslim, ( Beirut; dar al-Fikr, t, th), Jilid 111, h. 391

BTagiyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayatal-Ahyar fi Hali Goyat al-
Ihtishar, (Damaskus: Darul Khair, 1994), Jilid. 2, h. 178.
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Dalam Islam peminum khamr dapat dikategorikan fasig, karena
menjaga akal termasuk asasiah yang lima dan telah tertera dalam kitab Allah.
Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Malik beliau mendengar bahwa
Rasulullah SAW berkata: “akan menjadi sebagian kaum dari ummatku
menghalalkan berjudi dan minuman khamr, taruhan dan lainnya”. Perkataan
Imam Malik memang sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu
Hurairah:
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Terjemahannya: Dari Abdurahman bin Ghonmin berkata:” Telah

dikabari dari Abu Amir atau Abu Malik al-’Asy’ari
mendengar bahwa Nabi berkata:”’akan menjadi
sebagian dari ummatku menghalalkan farji wanita, kain
sutra, minuman keras dan alat musik. (HR. al-
Bukhari).'®

Begitu juga sebagaimana diriwayatkan Malik al-Asy’ari, bahwa
sebagian manusia dari umat Nabi Muhammad SAW akan meminum-minuman
khamr dan menamainya bukan dengan namanya, juga besenang-senang dengan
taruhan dan memainkan alat musik di atas kepalanya, maka Allah
menenggelamkannya dan menjadikan mereka kera dan babi, adapun alat musik
adalah alat untuk bersenang senang. Sebagaimana pendapat sahabat, adapun
perasan anggur yang terlalu dan dicampur dengan sari kurma dan sari keju

haram secara ijma’ meskipun itu banyak ataupun sedikit.17Ungkapan tersebut

sesuai dengan hadis:

'®Imam Al -Syaukani, Nailul Authar, (Beirut: Darul Kitab al ‘Alamiyah, t.th). Jilid 111,
h. 525
Y Tagiyudin Abi Bakar , op.cit.,h 178
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Terjemahannya: Manusia dari ummatku akan gemar meminum khamr
dengan nama yang lain, mereka terlena dengan alat
musik diatas kepalanya dan nyanyian-nyanyian, maka
Allah  menenggelamkan mereka ke bumi dan
menjadikan diantara mereka kera dan babi. (HR. lbnu
Majah).*®
Konsekuensi dari hadis di atas adalah menghukumi khamr haram bagi
peminumnya, dan barang siapa yang menghalalknnya seseorang tersebut telah
menjadi Kkafir, sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW bahwa sesuatu
yang memabukkan banyak ataupun sedikit jika diminum maka hukumnya
haram.
Dalam perkembangannya ketetapan hukuman cambuk bagi peminum
khamr bisa dilihat dari nash yang menetapkan keharamannya. Menurut Ibnu

al-Qayyim (w. 751 H/1350 M), hikmah ditasyri’kannya hukuman had bagi

peminum khamr berdasarkan ayat al-Qur’an surat al-Maidah ayat 90-91:
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Terjemahannya: Hai orang-orang Yyang beriman, sesungguhnya
(meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk)
berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah

®Hadis tersebut sebenarnya merupakan terusan dari hadis riwayat al-Bukhari tentang
kesenangan dunia. Imam al-Syaukani, op.cit., h. 525
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perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan.Sesungguhnya syaitan itu bermaksud
hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di
antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi
itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah
dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari
mengerjakan pekerjaan itu).*®
Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa alasan pokok mengapa
khamrdiharamkan sehingga ditetapkan had bagi pelakunya, pertama
dikarenakan akan membawa permusuhan dan saling perpecahan di antara kaum
muslimin, kedua dapat melalaikan seseorang dari shalat. Hal yang mendasari
semuanya itu tidak lain adalah hilangnya akal sehat. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa kerusakan disebabkan oleh hilangnya akal begitu pula
sebaliknya, kemaslahatan tidak dapat dicapai kecuali dengan akal. 2°
Ibnu Qayyim menambahkan, efek yang dari kecanduannya generasi
muda dalam minuman khamr ialah kehancuran sebuah negara. Alasan yang
mendasar dengan hilangnya akal seseorang akan melakukan kerusakan yang
tidak. terkontrol, orang  akan kehilangan harta  bendanya.
Akantetapipengharaman dalam minuman khamr bukan terkait hukuman akan
tetapi pencegahan.?
Ibnu al-Qayyim memberikan penjelasan terkait hikmah dibalik

penetapan hukuman cambuk dalam had bagi peminum khamr. Disamping

untuk membersihkan pelaku dan pelajaran baginya, juga untuk menjadi

Departemen Agama RI,op.cit., h. 558

“Bakar Abdullah Abu Zubaid, al-Hudud Watta zir'Inda Ibnu al-Qoyyim, (Riyadh:Dar
al-Ashasah, 1415), h. 267

“vang dimaksud dari lbnu al-Qayyim bahwa keharaman yang ditentukan untuk
pencegahan dan menjaga akal, karena sesungguhnya ada sebagian kaum yang diharamkannya
sesuatu sebagai hukuman. Sebagaimana dalam surat al-Nisa’ ayat 160. Ibid.
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pelajaran untuk yang lain. Dalam hal ini lbnu al-Qayyimdipihak yang
mengatakan bahwa syari’ah ditetapkan sebagai pembeda dari dua hal yang
sama dan penyatu bagi dua hal yang berbeda. Hal tersebut untuk menetapkan
hukuman cambuk bagi peminum khamr tidak sampai kepada hukuman mati.
Karena sesungguhnya disyari’atkannya sesuatu sesuai kemudaratan dan
kerusakannya. Karena ketetapan hukuman cambuk bagi peminum khamr tidak
terdapat dalam al-Qur’an. Maka kita harus mencari ketentuan yang didapat
atau ditemukan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun yang
mendasarinya sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW:
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Terjemahannya: Dari Abdullah bin Amar berkata: Rasulullah SAW
bersabda:”barang siapa yang meminum minuman keras
maka cambuklah dia, apabila mengulangi  maka
cambuklah dia, apabila mengulangi cambuklah dia,
apabila masih mengulangi maka bunuhlah dia.
Abdullah bekata: “berikan kepadaku seorang lelaki
peminum minuman keras yang keempat kalinya maka
untuk kalian aku akanmembunuhnya”. (HR Ahmad)?

Dari hadis di atas dapat dipahami, bahwa jika yang meminum khamr

berulang kali dan tidak merasa jera dengan hukuman yang diterapkan
kepadanya, maka orang yang seperti itu hukumannya adalah dibunuh. Hal ini
terjadi pada masa awal Islam, kemudian setelah itu dihapus. Sebagaimana

Rasulullah SAW bersabda:

2ZZAl-Imam Ahmad ibn Hanbal, , Juz I, h. 369
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Terjemahannya: Dari Jabir, dari Nabi Muhammad SAW bersabda:
Apabila ia meminum khamr maka cambuklah ia.
Bila ia mengulanginya lagi pada kali keempat, maka
bunuh ia. Kemudian didatangkan kepada Nabi
Muhammad SAW seorang laki-laki yang telah
minum khamr untuk keempat kalinya, maka beliau
memukulnya dan tidak membunuhnya. (HR. Abu
Daud).?

Orang yang telah berulang kali mendapat hukuman dera karena
minum khamr tetapi tidak jera, orang seperti itu jelas orang yang nekad dan
sangat jahat, dan dia pantas mendapat hukuman yang lebih berat. Namun
karena hukuman bunuh bagi peminum khamr yang keempat kalinya itu telah
dihapus, maka bagaimanapun juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman
bunuh bagi peminum khamr, walaupun dia sudah minum yang keempat kali
atau lebih.

Berbagai golongan dari para ulama berbeda pendapat terkait dengan
menentukan hukuman cambuk, ada yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW
tidak  menentukan  hukuman cambuk  kecuali  sahabat setelah
RasulullahSAW.Sebagian lain berpendapat tidak ada sama sekali had dalam
jarimah peminum khamr karena Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah

mewajibkannya. Lainnya berpendapat bahwa Rasulullah SAW menetapkan had

akan tetapi setelah itu timbulah perbedaan pendapat.*

% Faisal ibn Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Naulul Autar, Penerjemah, Amir
Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid. 4, h. 159

#Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Hazm al-Andalusi, Al-Mahalli, (Bairut: Daral-
Fikr,t.th), Jilid 13, h.113
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Ketentuan hukuman cambuk ini dibatasi terhadap hitungan yang
diperdebatkan para ulama setelah masa para sahabat. Menurut Abdul Qodir
‘Audah ketentuan hukuman cambuk belum ditentukan kecuali ketika masa
khalifah Umar bin Khattab sebanyak 80 kali cambukan, yaitu ketika
mendapatkan saran dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Adapun argumen yang
yang dikemukakan Ali bin Abi Thalib terkait dengan akibat yang timbul karena
meminum-minuman khamr.?®

Menurut Muhammad Baltaji, hukum yang ditetapkan Umar bin
Khatab bukanlah suatu ketentuan yang pasti, tidak adanya ketentuan yang
ditetapkan pada masa Rasulullah SAW ataupun sahabat, dalam hal ini
hukuman cambuk dikembalikan kepada kemaslahatan yang terjadi pada setiap
qurun.?®

Adapun penyebab dari perbedaan pendapat Ulama dalam hitungan
dikarenakan dalam al-Qur’an tidak membatasi had bagi peminum khamr.
Sedangkan dalam riwayatnya Rasulullah SAW ataupun para sahabat
(Khulafaurrasyidin) belum menetapkan secara bersama batasan had cambuk
bagi peminum khamr. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan hukuman
cambuk berdasarkan banyak dan sedikitnya seseorang mabuk atau meminum-
minuman khamr, adapun batasannya beliau tidak pernah melebihi dari 40 kali
cambukan. Sampai datanglah masa Abu Bakar mencambuk peminum khamr

sebanyak 40 kali cambukan, setelah sebelumnya menanyakan kepada sahabat

% Abdul Qadir Audah, al-Tasyri” al-Jina’i al-lslam Mugaranan bi al-Qanun al-Wadhi’,
(Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), Jilid. I, h. 506.

%Muhammad Baltaji, Metodologi Ijtihad Umar Bin Khatab, diterjemahkan oleh Masturi
Irham dari "Manhaj Umar bin Khatab fi al-Tasyri”, (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 287.
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Rasulullah  SAW, berapa kali Rasulullah SAW melaksanakan hukuman
cambuk bagi peminum khamr.?’

Ketika datang masa Umar bin Khattab, masyarakat waktu itu sangat
gemar meminum-minuman khamr. Maka Umar bin Khattab bermusyawarah
dengan para sahabat, akhirnya menerima usulan dari Abdurhman bin Auf
yaitu 80 kali cambukan dengan alasan bahwa ukuran paling sedikit dari had
adalah 80 kali cambukan. Kemudian Umar bin Khattab menyebarkannya
kepada Khalid ibnu Walid dan Abu Ubadah di Syam.”®Adapun menurut Ali bin
Abi Thalib dari hasil musyawarah bahwa hukuman bagi peminum khamr
disamakan dengan hukuman gazaf, dengan alasan bahwa apabila seseorang
mabuk akan menuduh seperti layaknya orang yang melakukan jarimah gazaf.”®

Dalam satu riwayat bahwa Ustman bin Affan didatangi Walid bin
"Ugbah yang menemukan seorang pemabuk dengan laki-laki lain sebagai saksi,
yang satu bersaksi bahwa pelaku meminum khamr sedangkan lainnya bersaksi
bahwa pelaku memuntahkannya, Umar bin Khattab berkata, dia tidak akan
memuntahkannya sebelum dia meminumnya. Kemudian Ustman bin Affan
berkata kepada Ali bin Abi Thalib laksanakanlah had, maka Ali bin Abi Tahlib
berkata kepada Adullah bin Ja’far laksanakanlah had, kemudian diambilah
cambuk untuk pelaksanaannya. Kemudian Ali bin Abi Thalib memutuskan

untuk memukul 40 kali dan berkata: “cukuplah sebagaimana Nabi Muhammad

SAW mencambuk yaitu 40 kali. Abu Bakar 40 kali dan Umar bin Khattab 80

2’ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 245.

%Abdul Qadir Audah, op.cit.,h. 506

®Muhammad Husain Haekal, Umar bin Khatab (Sebuah Telaah Mendalam Tentang
Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu) diterjemahkan Ali Audah, (Jakarta: Litera
AntarNusa, 2008), h. 727.
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kali, kesemua itu adalah sunnah dan ini lebih aku sukai”.*® Hal tersebut sesuai

dengan hadis:
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Terjemahannya: Diriwayatkan dari Muslim dari Ali bin Abi Thalib
dalam riwayat Walid ibnu “Ugbah: "Nabi Muhammad
SAW mencambuk empat puluh sedangkan Abu Bakar

empat puluh, dan Umar delapan puluh. Semua itu
adalah sunnah dan ini lebih aku sukai.(HR. Muslim).*

Terkait dengan ketentuan cambuk bagi peminum khamr yang berbeda
dengan had lainnya, Sebagaimana diriwatkan Ali bin Abi Thalib, dia berkata:
”saya tidak melaksanakan had kepada seseorang kemudian dia meninggal
(dihukum mati). Kecuali bagi peminum khamr diatnya tetap aku laksanakan,
karena Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan kepada kita”.*? Penuturan

tersebut sesuai dengan hadis:

O gocd A 8 1> @Y S b 1 JB a2y A gl e e B el 8 g
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Terjemahannya: Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata: saya
tidak akan mencambuk seeorang ketika dia divonis
hukuman mati dalam had, kecuali bagi peminum
minuman keras maka diyatnya tetap harus
dilaksanakan. Oleh karena Rasulullah SAW tidak
menyunahkannya (HR, Muttafaq ’Alaih yaitu dari Abu
Daud dan Ibnu Hibban).*

*Abdul Qadir Audah, op.cit.,h. 507

1 Abu al-Husain bin Hajjaj al-Qusyairy, Shahih Muslim, (Bairut: Dar al Ihya’ al-Turas
al-Arabiyyah, t.th), h. 117.

®Dalam ketetapan hukuman terpidana mati, semua hukuman dalam ketentuan had
ataupun gishas dituntaskan dengan hukuman mati, berbeda dengan hal tersebut untuk ketetapan
hukuan had bagi peminum minuman keras. Muhammad Baltaji, op.cit.,h. 289

#Al-Syaukani, op.cit., h. 369
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Adapun perbedaan pendapat para ulama yang menyetujui 80 Kkali
cambukan, berdasarkan bahwa hitungantersebut adalah ijma’ sahabat.
Sedangkan ijma’ merupakan salah satu sumber hukum. Adapun yang
berpendapat 40 kali mendasari pendapatnya dari peristiwa Ali bin Abi Thalib
mencambuk Walid bin Ugbah sebanyak 40 kali dengan perkataannya bahwa
Nabi mencambuk sebanyak 40 kali, Abu Bakar 40 kali, Umar bin Khattab 80
kali, dan aku lebih menyukai ini (80 kali cambukan). Ulama yang setuju
dengan hitungan 40 berpendapat bahwa apa yang dikerjakan Nabi Muhammad
SAW merupakan hujjah, maka tidak boleh meninggalkannya. Adapun ijma’
tidak berlaku bagi pekerjaan yang menyalahi Nabi Muhammad SAW, Abu
Bakar dan Ali bin Abi Thalib, adapun tambahan Umar bin Khattab dapat
dikategorikan sebagi ta’zir. %

Dengan demikian, dari paparan tentang sejarah pelarangan khamr dan
penentuan hukuman bagi peminum khamr, tampak jelas bahwa hukum Islam
memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mengubah kebiasaan dan perilaku
masyarakat yang gemar mengkonsumsi khamr. Meskipun dengan berbagai
tahapan pelarangan, akan tetapi tujuan pelarangan itu telah tercapai. Bahkan,
bukan hanya sekedar melarang yang bersifat normativ, tetapi diikuti dengan

penetapan sanksi hukuman bagi peminum khamr.

2. Cara Pelaksanaan Hukuman Cambuk dalam Jarimah Peminum Khamr

#Abdul Qadir Audah, op.cit.,h. 506
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Hukuman cambuk®*dalam pengertian disini dibatasi kepada hukuman
cambuk dalam syari’at Islam, yaitu hukuman yang terdapat dalam had
peminum khamr, gazaf, pezina ghairu muhsan dan ta’zir.**Adanya ketentuan
hukuman cambuk sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur’an. Untuk hukuman

pezina dan penuduh zina terdapat dalam surat al-Nur ayat 2:
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Terjemahannya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina,
Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus
dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan
hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan
olgp sekumpulan orang-orang yang beriman. (al-Nur:
2)

.,\I‘)Q)AWV")J‘)JUA;JD |.\.W/w).,\.l>-bwav\l.
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Terjemahannya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang
baik-baik  (berbuat zina) dan mereka tidak
mendatangkan empat orang saksi, Maka der alah
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera,

*Hukuman cambuk dalam bahasa Arab disebut dengan Jild. Secara etimologi Jild
berasal dari bahasa arab ( s 4> ) jalada, yajlidu yang berarti memukul atau mendera. Lihat
kamus Munjid: Munjid fil Lughoh wal A’lam,(Bairut: Darul Masyrik, 1987), h. 86. Selain itu
hukuman cambuk diartikan pukulan cambuk. Lihat Farid ‘Asroh dan Wahid Dahron, Kitab al-
Ta’rifat, (Beirut: Darul Kitab al’ Alamiyah, 1998), h. 76

*Muhammad Ruwas Qal’aji,Mausu’ah Figih Umar Ibn Khattab, (Kuwait: Maktabah al
Falah, t.th), h. 192.

¥"Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1996),
h. 223.
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dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat
selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang
fasiq. (al-Nur: 4).%®

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman cambuk
merupakan ketentuan yang disyari’atkan. Akan tetapi, secara inplisit belum
diterangkan bagaimana hukuman tersebut dilaksanakan dan bagaimanakah
ketentuannya.

Sebagaimana dalam pemberian sanksi dalam syariat Islam, tidak
seperti hukuman had lainnya, hukuman cambuk terkesan lentur dan tidak
mempunyai ketentuan baku. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, salah seorang
sahabat yaitu Qudamah Ibnu Madz’un terkena had hukuman cambuk. Umar
bin Khatab berkata: “bawakan aku cambuk”, maka datanglah seorang
membawakan cambuk, Umar mengambilnya dan berkata: “apakah kamu
melakukan ini karena ada keterkaitan kerabat?”’. Kemudian dibawakan cambuk

yang pas dan akhirnya dilaksanakan hukuman cambuk.*

Dari riwayat di atas, Umar menetapkan asas kesamaan hak di mata
hukum, bahwa meskipun hukuman cambuk dapat disesuaikan dengan kondisi
yang terhukum, Umar mengharuskan tidak ada indikasi nepotisme ataupun
kolusi, seluruhnya harus bedasarkan penilaian objektif. Keterangan tersebut
sesuai dengan sunnah yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis
berikut:

B J gy S gy ks bl oo ) J gy g o U PN s o B 81 Sy O
ol | ik B gy 3 ,1n B 1B ) gunSs b o 598 b gt s ke ) o

%1bid
$9Muhammad Ruwas Qal’aji, op.cit, h.191.
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Terjemahannya: Sesungguhnya seorang lelaki mengaku berzina dan
menghadap Rasul, akhirnya Rasul memanggil sahabat
untuk diambilkan cambuk, kemudian didatangkan
cambuk yang pecah ujungnya. Nabi berkata ”lebih dari
ini”, kemudian didatangkan cambuk yang belum
terpotong ujungnya. Nabi berkata “antara keduanya”.
Maka didatangkanlah cambuk yang lentur yaitu yang
telah sering dipakai untuk penunggang kuda, kemudian

menyuruhnya (HR. Malik)™

Begitu juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

s JL&éaﬁ,;o\ qu,aﬂijjw&\waj\ < :J@sﬂﬁg\d&j
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Terjemahannya: Dari Abu Hurairah berkata: datang kepada Nabi
seseorang yang meminum minuman Kkeras, Nabi
berkata: pukulah dia”, Abu Hurairah berkata: “maka
dari kita ada yang memukul menggunakan tangan, ada
juga yang menggunakan sandal bahkan dengan baju”.
Ketika semua orang telah pergi sebagian kaum ada
yang berkata:”semoga Allah melaknatmu”Nabi berkata:
“janganlah kalian begitu, yaitu meminta syetan
menolongnya”.(HR Ahmad, al-Bukhari dan Abu
Daud).*

Selain itu, sebagaimana diriwayatkan Bukhari dari Maki bin Ibrahim
dari al-Ja’di dari Yazid bin Hafshah dari Assaib bin Yazid berkata: “kita

mendatangi peminum khamr pada zaman Rasulullah SAW, kepemimpinan

®Hadis Zaid bin Aslam adalah hadis mursal yang hanya mempunyai satu saksi
yaituAbdurazak dari riwayat Muamar bin Yahya bin Abi Katsir dan semisalnya. Adapun lainnya
dari Ibn Wahab dari Kuriab Maula ibn Abbas hadis ini dirwayatkan Imam Malik dalam al
Muawta’. Imam Al-Syaukani, Nailul Autar, (Beirut: Dar al-Kitab al- ‘Alamiyah, t.th), Jilid 111, h.
347

Hadis yang berbunyi: Artinya: diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata: kehadapan
kami dibawa seorang lelaki yang telah meminum minuman keras, maka Rasul berkata: pukulah
dia, kemudian Abu Hurairoh berkata: dari kita ada yang memukulnya dengan tangan, Sendal dan
kain. Maka ketika orang itu pergi, sebagian kami berkata “semoga Allah menghinakan dia”.
Kemudian Nabi berkata”janganlah kalian mengatakan hal itu, jangan kamu membantu setan
terhadapnya. (HR Ahmad, al-Bukhari dan Abu Daud)
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Abu Bakar dan pertengahan kekhilafahan Umar, kita memukul dengan
menggunakan tangan, sandal dan ranting. Sampailah pada kepemimpinan
Umar maka peminum khamr dicambuk sebanyak 40 kali, apabila meracau dan
sampai fasiq dikenakan hukuman sebanyak 80 kali”.*?

Karena dalam sunnah tidak terdapat ketentuan pasti, para Ulama
mempunyai kriteria berbeda dalam pelaksanaan hukuman had, sebagaimana
pendapat Ibnu Qudamah (w. 629 H) dalam al-Mughni terkait permasalahan
penerapan hukuman cambuk dalam had. Bagi lelaki dalam seluruh bentuk
hukuman had harus dicambuk dengan menggunakan cambuk, dalam keadaan
berdiri, tidak dibotaki,dibentangkan, diikat dan wajahnya harus ditutup. Para
ulama berbeda pendapat apakah lelaki dihukum dalam keadaan berdiri atau
duduk. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i terhukum harus
dicambuk dalam keadaan berdiri. Sebaliknya menurut Imam Malik dan Imam
Hambali harus dalam keadaan duduk karena Allah tidak memerintahkan untuk
berdiri, juga dikarenakan orang yang terkena hukuman cambuk dalam had

disamakan dengan wanita.*®

Adapun Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa setiap anggota
tubuh (jasad) mempunyai haknya dalam had kecuali wajah dan kemaluan.
Adapun bagi orang yang dicambuk maka pukulah lalu tutuplah kepalanya dan
wajahnya kemudian harus dalam keadaan berdiri karena hal tersebut

merupakan alasan untuk memberikan setiap anggota tubuh haknya dari

“Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Mugoddasi Abu Muhammad, Al-Mughni fi figh
al-Imam Ibnu Hambal al-Syaibani, (Bairut: Darul Fikr,t,th), Jilid 10, h.113
“Ibid, h. 114



270

pukulan. Jika dikatakan bahwa Allah tidak memerintahkan untuk dilaksanakan
hukuman dengan berdiri, begitu juga Allah tidak memerintahkan dihukum
dengan cara duduk. Maka harus mengamalkan dengan dalil yang lain.**

Pada dasarnya tidak diperkenankan menganalogikan laki-laki kepada
perempuan dalam hal penerapan hukuman had. Karena sesungguhnya wanita
dikhawatirkan terbuka auratnya dengan cara tersebut. Perempuan ataupun laki-
laki mendapatkan hak yang sama dalam penerapan pukulan yaitu untuk
mendapatkan hak bagi setiap anggota tubuh, kecuali anggota tubuh vital yang
dapat menyebabkan kematian yaitu kepala, wajah dan kemaluan. Menurut
pendapat Imam Malik tempat pukulan adalah punggung dan yang hampir
mendekati punggung, sedangkan menurut Abu Yusuf untuk kepala dapat
dipukul juga karena Ali tidak melarangnya. Dalam anggota yang dilarang, 1bnu
Qudamah (w. 629 H) sependapat dengan Imam Malik, yaitu selain dari tiga
anggota tubuh tersebut tidak dapat membunuh seseorang. Adapun yang
dimaksud Abu Yusuf dengan memperbolehkan pukulan untuk kepala
merupakan pelajaran tidak sampai membunuhnya.

Adapun terkait dengan mengikat terhukum, Ibnu Mas’ud berpendapat
hal tersebut bukan bagian dari syari’at Islam, karena selama ini para sahabat
mencambuk terhukum tidak pernah mengikatnya. Lebih dari itu, para sahabat
membiarkan terhukum dengan menggunakan baju bahkan dua baju. Berbeda
apabila yang menutupinya adalah jubah atau baju musim panas yang dapat

mempengaruhi pukulan, jika terhukum masih menggunakannya maka pukulan

“Ibid
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tidak akan terasa. adapun menurut Imam Malik bahwa pukulan diharuskan
langsung mengenai badan.*

Adapun menurut Ibnu Mas’ud tidak ada perbedaan pendapat ulama
bahwa Allah SWT tidak memerintahkan untuk menelanjangi terhukum, akan
tetapi memerintahkan untuk dicambuk, sehingga barang siapa yang
mencambuk diatas baju seseorang maka dinggap telah dicambuk. Sedangkan
alat yang digunakan untuk mencambuk diharuskan sebuah cambuk, kecuali
dalam had bagi peminum khamr. Sebagian pendapat ulama memperbolehkan
menggunakan tangan, sandal dan baju. Adapun alasannya sebagaimana hadis
yang diriwayatkan Abu Hurairah “maka dari kita ada yang memukul
menggunakan tangan, ada juga yang menggunakan sandal bahkan dengan
baju”. Pada dasarnya, Nabi Muhammad SAW memberlakukan ketentuan
tersebut dalam rangka memulai sebuah aturan baru.*®

bl Lad B b B o ) ey ke ) o ) e 015 ) i)
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Terjemahannya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah Sesungguhnya
didatangkan seorang laki-laki yang meminum minuman
keras kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi
berkata: ”pukulah dia, Abu Hurairah berkata:’dari kita
ada yang memukulnya dengan tangan, sandal dan
baju.(HR. Abu Daud)*’

Jika melihat hadis Rasulullah SAW yang lainyaitu “jika seseorang

meminum-minuman khamr maka cambuklah dia”, dari ketentuan tersebut

4511
Ibid, h. 115
**Sebagaimana turunnya ayat khamr secara bertahap yaitu dalam al-Qur’an diturunkan
sebanyak tiga kali yang terdapat dalam surat al-Bagarah: 219, surat al-Nisa’: 43, surat al-Maidah:
90-91 dan al-Nahl: 67

47AI—Syaukani, op.cit., h. 363.
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dapat diambil kemaklumannya bahwa alat yang digunakan adalah cambuk

sebagaimana disyari’atkan dalam hukuman cambuk bagi pezina. Sedangkan

para khulafaurrasyidin dalam penerapannya menggunakan cambuk.

Ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam hukuman cambuk, yaitu:

1. Jalid(orang yang mencambuk). Dalam hal ini orang yang berwenang atau
diberi wewenang oleh seorang sultan atau khalifah. Adapunpersyaratan
bagi seorang yang mencambuk diantaranya harus mempunyai porsi tubuh
yang sedang-sedang saja. Bukan orang yang terlalu kuat ataupun
sebaliknya terlalu lemah. Orang tersebut mempunyai pengetahuan tentang
seluk beluk hukuman cambuk. Diriwayatkan bahwa Umar memilih porsi
seorang algojo untuk mencambuk yaitu Ubaidullah Ibnu Abi Malikah.*®

2. al-Sauth(cambuk), seperti halnya syarat orang yang mencambuk, cambuk
yang dipergunakan haruslah yang biasa saja dan diusahakan lentur. Tidak
terlalu pendek atau sebaliknya terlalu panjang dan keras. Adapun
tujuannya supaya tidak menyakitkan orang yang dicambuk.*Dari riwayat
yang lain, yaitu ketika Umar akan melaksanakan hukuman had.
Dibawakan baginya cambuk, Umar berkata: “bawakan aku cambuk yang
lebih lentur”, merasa kurang pas Umar meminta cambuk yang lebih keras.
Kemudian Umar berkata: “pukulah dan jangan sampai terlihat ketiak,

berikanlah setiap anggota sesuai haknya.*

*®Muhammad Ruwas Qal’aji, op.cit, h.193.

# s 44 o yal b, Sebagaimana dalam kamus Munjid: lihat, Munjid fil Lughoh wal
A’lam, op.cit, h. 363

**Muhammad Ruwas Qal’aji, op cit, h.194.



273

3. Majlud (orang yang dicambuk atau terpidana), bisa dikarenakan terkena
had ataupun terkena ta’zir. Meskipun seorang itu sedang dalam keadaan
sakit, maka ketetapan hadnya sama yaitu dicambuk. Sebagaimana dalam
salah satu riwayat bahwa Umar menghukum sahabat Qudamah dengan had
khamr meskipun dalam keadaan sakit>‘berbeda dengan had, ketika seorang
mendapatkan hukuman ta’zir, maka tidak boleh dilaksanakan hukuman
sampai seseorang tersebut sehat.

4. Sifat al-Jild (sifat hukuman cambuk), ada beberapa syarat ketika seseorang
melaksanakan hukuman cambuk. Diantaranya, tidak diperkenankan untuk
memukul dengan sangat keras sehingga mencelakakan dan mengoyak
kulit. Dalam sebuah riwayat, Umar mengirimkan seseorang untuk
dicambuk kepada Mu’thi Ibnu Aswad al-’Adawi. Ketika Umar melihat
hukuman yang dikenakan sangatlah keras, Umar berkata: “apakah kamu
mau membunuhnya, berapa kalikah kamu memukulnya?”,”delapan puluh”
jawab Mu’ti. Kemudian Umar menyuruh untuk menghentikan pukulan dan
jadikan pukulan yang keras itu sebagai pengganti dari dua puluh sisanya.

5. al-Makan li igomat al-jild (tempat hukuman jilid dilaksanakan). Tempat
untuk melaksanakan hukuman cambuk bisa dilaksanakan dimana saja,
kecuali tempat yang tidak diperbolehkan untuk pelaksanaan hukuman
had.*’Lain dari itu, bagi hukuman had diharuskan membedakan antara
bagian tubuh yang menerima hukuman cambuk, sebaliknya dalam ta’zir

tidak terdapat aturan. Disyaratkan pula hukuman cambuk berdasarkan

'Adapun tata caranya sesuai dengan ketatapan dalam hadis Zaid bin Aslam yaitu
dengan segenggam dari seratus lidi atau ranting. Imam Al-Syaukani, op.cit, h. 365.
**Muhammad Ruwas Qal’aji, op.cit., h.192.
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kemaslahatan bukan berdasarkan ingin menolong yang menyebabkan tidak
objektifnya hukuman cambuk.

Dalam kitab Alkafi ketentuan mencambuk lebih spesifik kepada
peminum khamr, dengan hukuman 80 kali cambukan terhukum dicambuk
menggunakan cambuk dan harus melepas pakaian, akan tetapi tanpa di penjara
ataupun diusir dari kampung halaman.>®Untuk ketentuan dalam pelaksanaan
hukuman cambuk juga perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Diharapkan
pukulan diantara pukulan yang keras dan pukulan yang pelan. Cambuk yang
dipakai merupakan cambuk pertengahan tidak terlalu besar maupun
kecil.>*Diambil dari musim antara panas dan dingin, posisi terhukum harus
duduk tidak ditali kemudian dipukul bagian punggungnya dan dua pundak
tidak semua anggota tubuh. Untuk wanita disamakan dengan laki-laki yaitu
dengan keadaan duduk, perbedaannya terletak penutup aurat yang harus
menyeluruh.>

Sebelum pelaksanaan diharap untuk memaparkan ketentuan dalam

penerapan hukuman cambuk. Untuk waktu pelaksanaannya tidak dipisah antara

3 Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Abdul Bari al-Qurtubi, Alkafi fi Figh Ahli al-
Madinah, Maktabah Syamilah, (Beirut: Dar al-Kutub al-IImiah), Jilid 2, h. 210

*Sebagaimana pelaksanan hukuman cambuk di negeri serambi Mekkah, syaratnya
menggunakan rotan berdiameter 0,75-1 centimeter, panjang satu meter, dan tidak mempunyai
ujung ganda. Pencambuk adalah anggota Wilayatul Hisbah (Polisi Syariat Islam). Hukuman
cambuk dilaksanakan di tempat terbuka agar dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri
jaksa dan dokter. Tempat pencambukan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter. Posisi
pencambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Jarak pencambuk dengan terhukum 0,75-1 meter
dengan wilayah pencambuk di punggung (bahu sampai pinggul). Jarak tempat pencambukan
dengan masyarakat yang menyaksikan paling dekat 10 meter. Pencambukan dihentikan
sementaraapabila terhukum mengalami luka dan diperintahkan oleh dokter berdasarkan
pertimbangan medis atau terhukum melarikan diri sebelum hukuman selesai dilaksanakan.
Terhukum tetap diharuskan memakai baju tipis yang menutup aurat yang telah disediakan serta
berada pada posisi berdiri tanpa penyangga bagi terhukum pria dan dalam posisi duduk bagi
terhukum perempuan. Terhukum paling sedikit akan menerima enam kali dan paling banyak
delapan kali cambukan. Lihat Qanun Propinsi Aceh No 12 Tahun 2003 tentang Khamt Ayat 2

**Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Mugaddasi Abu Muhammad, op.cit., h. 115.
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hari pelaksanaan dan besoknya, kecuali ditakutkan akan membahayakan
terhukum. Untuk selanjutnya tidak mencambuk seorang terhukum dalam
keadaan mabuk sampai dia dapat merasakan sakit juga tidak dalam keadaan
sakit. Untuk wanita hamil ditunggu sampai melahirkan, untuk yang meminum
pada bulan Ramadhan ditambah dengan ta’zir pada bulan itu juga.
Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Amir Ibnu Zubair, bagi orang yang
menghukum diharapkan tidak orang yang terlalu kuat juga tidak terlalu
lemah.*

Pada awalnya, hukuman cambuk bagi peminum khamr lebih lentur
dibandingkan dengan hukuman zina. Hukuman seratus cambuk secara terang
dalam al-Qur’an menandakan kepastian hukuman, begitupun dengan alat yang
digunakan berupa cambuk. Adapun dalam meminum-minuman khamr
ketentuan yang dilaksanakan Rasulullah SAW masih membutuhkan penafsiran
kepastiannya, apakah sama dengan had yang lain atau lebih
ringan,sebagaimana hadis dibawabh ini:

)Q.ﬁ\&)dhﬁ\)&}\g#\é”)w&\w@#\b\ :sﬂjhaw&\a&j
(&) 81g) G

Terjemahannya: Anas bin Malik r.a menerangkan, Sesungguhnya Nabi
Muhammad SAW memukul peminum minuman keras
dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar
mencambuknya sebanyak empat puluh kali. (HR. al-
Bukhari).>’

**|bid, h. 116
> Al-Bukhari,op cit, h. 325
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Jika merujuk kepada hadis di atas, hukuman bagi peminum khamr
pada zaman Rasulullah SAW dipukul dengan pelepah kurma dan sandal.
Tentunya ketetapan tersebut berbeda dengan ketetapan bagi pezina. terdapat
sedikit keringanan berupa pilihan menggunakan sandal.

Hadis di atas dikuatkan dengan hadis di bawabh ini:

P s o I ey e ) o ) O s B g2y s o el o8
s oA J e JUD ) jliaw! jes O Wb S gt alady 1 JB o) sE iy R
(el 01 35) 4 s 6LE 3 g

Terjemahannya: Diriwayatkan dari Anas ra: Sesungguhnya kepada
Rasulullah SAW telah dihadapkan seorang laki-laki

yang meminum minuman keras, maka Rasulullah SAW

memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak

empat puluh kali, Anas berkata: dan dilaksanakan oleh

Abu Bakar ketika datang masanya Umar
dimusyawarhkanlah dengan yang lain, berkata

Abdurrahman: hukuman had yang paling rendah adalah

delapan puluh, maka Umar menyuruhnya. (HR.
Muslim)®®

Dalam hukuman cambuk, ketentuan had merupakan ketetapan. Akan
tetapi, jika melihat ketentuan asas hukum pidana Islam salah satunya harus
mengandung manfaat dan kondisional. Maka dalam pelaksanaannya hukuman
cambuk dalam had bisa fleksibel.*® Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu
Hurairah:

&l JLEBO}.;)..'&\ Jwd u,&ﬂ‘.}r}a Hﬂjw&\&aeﬂ < :J@Eﬂ}hg\ RS

s ok JB O i b gy o)lially dhay Ll g oy Ll Led 16 p g

(335 1y & ybdl g A 0 g3y Sl sdl ade | sait 1 4By 1 JB Al S

*Ibid

*Asas hukum pidana Islam merupakan landasan aturan pelaksanaan hukum pidana
Islam, yang kesemuanya diambil dari dalil al-Qur’an maupun Hadis. Yang terkait dengan Asas
kondisional terdapat dalam al-Baqgarah ayat 178 dan surat al-Nisa’ ayat 92. Adapun yang terkait
dengan asas pemaafan sesuai dalam al-Maidah ayat 13 dan al- ’Araf ayat 199
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Terjemahannya: Dari Abu Hurairah berkata: datang kepada Nabi
seseorang yang meminum minuman Kkeras, Nabi
berkata: ’pukulah dia”, Abu Hurairah berkata: “maka
dari kita ada yang memukul menggunakan tangan, ada
juga yang menggunakan sandal bahkan dengan baju”.
Ketika semua orang telah pergi sebagian kaum ada
yang berkata:”’semoga Allah melaknatmuNabi berkata:
“janganlah kalian begitu, yaitu meminta syetan
menolongnya”.(HR Ahmad, al-Bukhari dan Abu
Daud).®®

Hadis di atas menerangkan kondisi secara umum bahwa hukuman
cambuk sangatlah kondisional. Jika secara umum hukuman cambuk sangat
kondisional, maka sangat memungkinkan bagi hukuman cambuk peminum
khamr lebih subjektif terkait penerapannya dalam mencapai tujuan hukum.®

Hadis diatas dikuatkan dengan hadis di bawah ini:

O) S 325 Oload g ) Oloi g ,p)w&\yad\ OV &yl o s o8

019)) 4, b S g Jladly o A1 0 g piad 0 g1 g O Sl G (0 ol ke Gd
(Sl A3

Terjemahannya: Dan diriwayatkan dari ’Ugbah bin al-Haris berkata:

Nu’man atau Ibn Nu’man dibawa kehadapan Nabi dan

dia peminum minuman keras (dalam keadaan mabuk).

Kemudian Rasul menyuruh orang yang berada di dalam

rumah untuk memukulnya, dan aku diantara orang-

orang yang memukulnya. Kami memukulnya dengan

pelepah kurma dan sandal.(HR. Ahmad dan al-
Bukhari).®?

Jika dipahami hadis di atas, ketentuan hukuman yang diberikan tidak
hanya dengan pelepah kurma dan sandal, bahkan ada sebagian orang yang

memukul. Hal tersebut terlihat tidak ada sebuah kepastian yang mengharuskan

% AbuAbdullah Muhamad ibn Ismail al-Bukhari, op cit, h. 325

®Yang dimaksud denga tujuan hukum adalah Tasyri’,Tasyri’ sendiri memiliki tiga
pondasi. Pertama, tidak adanya kesempitan sebaliknya harus bertujuan melapangkan. Kedua,
memperingankan tidak memberatkan. Ketiga, tasyri’dilakukan secara bertahap. Lihat Khudlori
Bik, Tarikh al-Tasyri’ al- Islami, (Mesir: Maktabah Tijariyah Qubra, 1965), h.17

®Ibid., h. 326
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memberi hukuman pada meminum-minuman khamr dengan menggunakan

cambuk saja. Bahkan dalam pemberian hukuman masih terkesan hanya sebuah

peringatan. Hadis di atas dikuatkan dengan hadis berikut:

Gy ey ks dil o di) J gy e G )L 55 LS 106 W o L 8
Lo O 3, Lnd )l g Wi g Ll dy pad ad) p i jas 8,01 o0 Vo g SO ) 6 0l

(6§ ol 015)) ol x5y b Vs 131 3 ) b Mond jes 8 0l (s

Terjemahannya: Dari Saib bin Yazid berkata: datang kepada kami pada

masa Rasulullah SAW seorang peminum minuman
keras dan masa pemerintahan Abu Bakar dan
pertengahan  pemerintahan Umar, maka kami
melaksanakan hukuman dengan memukul memakai
tangan, sandal dan kain. Sampai pada masa
pertengahan pemerintahan Umar maka diberlakukan
empat puluh cambukan, dikala jumlah pemabuk sudah
melampaui  batas dan sudah sangat berani,
diberlakukanlah delapan puluh kali cambukan.(HR al-
Bukhari).®

Dari ketentuan hadis di atas menerangkan bahwa ketentuan dari

hukuman cambuk masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar sangatlah lentur,

dengan kondisi penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW yang begitu

besar. Sampai akhirnya Umar bin Khattab yang menetapkan cambuk sekaligus

hitungannya menjadi dasar dalam memberi hukuman bagi peminum khamr.

Terkait dengan alat yang digunakan pada masa tersebut sangat

disesuaikan dengan kondisi, tidak ada ketentuan pasti terkait penggunaan

cambuk sebagai alat satu-satunya dalam hukuman cambuk. Pada masa tersebut

lebih mementingkan substansi hasil dari sebuah hukuman dari pada alat

menghukum. Ketentuan tersebut tidak lepas dari pengertian had itu sendiri.

®1bid
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Tidak hanya dalam alat yang digunakan, begitupun dalam hitungan yang
ditetapkan.
Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

3! Jud )0 34 2! Jmu,&ﬁ‘.}.’jvh)w:ﬂ\&.&@ﬂ < :J@sﬁjhg\d;j
o sl ek JB O el Ll 4 g i)y adasy 2 jlially oy 2yl Lab 28 g2
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Terjemahannya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata: kehadapan
kami dibawa seorang lelaki yang telah meminum
minuman keras, maka Rasul berkata: pukulah dia,
kemudian Abu Hurairah berkata: dari kita ada yang
memukulnya dengan tangan, sandal dan kain. Maka
ketika orang itu pergi, sebagian kami berkata ’semoga
Allah  menghinakan  dia”. Kemudian  Nabi
berkata”janganlah kalian mengatakan hal itu, jangan
kamu membantu syetan terhadapnya. (HR.al-
Bukhari).®*

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam menetapkan
hukuman bagi penyalahgunaan narkoba, yang menyamakan hukumannya
dengan kesalahan meminum khamr, sesuai dengan hitungan yang ditetapkan
Rasulullah SAW adalah 40 kali cambukan,ketentuan tersebut diikuti oleh Abu
Bakar sampai pertengahan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Hal
tersebut sekaligus memberikan kepastian dari bentuk hukuman cambuk bagi
peminum khamr dan penyalahgunaan narkoba.

Dalam kaitan ini  pemerintah  Republik Indonesia telah
membuatregulasi yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang termuat

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika. Dalam

*Ibid
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Undang-Undang tersebut sudah mengklasifikasikansuatu perbuatan yang
dikategorikan sebagaitindak pidana narkotika beserta dengansanksi pidana
sesuai  dengan jenis  kualifikasi  perbuatan yang dilakukannya.
Kualifikasiperbuatan penyalahguna narkoba bagi dirisendiri sebagaimana
diatur dalam Pasal 127pada prinsipnya menganut sistem pemidanaanganda
(double  track system), dimana hakimyang ~memeriksa perkara
penyalahgunaannarkoba tersebut diberi kebebasan untukmemutus untuk
menempatkan  penyalahgunanarkoba  bagi  diri  sendiri  dipenjara
ataumemerintahkan untuk direhabilitasi.

Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalamPasal 54 yang berbunyi
“Pecandu Narkotikadan korban penyalahgunaan Narkotika wajibmenjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Hal ini menunjukan bahwa
sanksiyang harusnya diterapkan bagi penyalahgunanarkoba bagi diri sendiri
adalah berupa sanksitindakan yang wujudnya berupa ‘“rehabilitasimedisdan
rehabilitasisosial”.

Sanksi tindakan berupa rehabilitasi untukpenyalahguna narkoba bagi
diri sendirisesuai dengan tujuan pemidanaan Yyaituteori treatmentyang
berpendapat bahwapemidanaan sangat pantas diarahkan kepadapelaku
kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksud oleh aliran
iniadalah untuk memberikan tindakan perawatan(treatment) dan perbaikan
(rehabilitation)kepada pelaku kejahatan sebagai penggantidari penghukuman.

Aliran ini didasarkanpada alasan bahwa pelaku kejahatan adalahorang yang
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sakit sehingga membutuhkantindakan  perawatan  (treatment) dan
perbaikan(rehabilitation).

Hukuman cambuk terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan
sanksi hudud.Sebagaimana hukuman hudud pada umumnya, dalam hukuman
peminum khamr atau penyalahgunaan narkoba tidak mengenal maaf,
kompromi, dan pengguguran. Akan tetapi, jika melihat ketentuan asas hukum
pidana Islam salah satunya harus mengandung manfaat dan kondisional. Maka
apakah hukuman cambuk terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat
diterapkan. Tentu kalau melihat kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika, maka hukuman cambuk tidak dapat dilaksanakan, karena
tidak ada pasal yang mengatur tentang hukuman cambuk dalam undang-
undang tersebut. Akan tetapi, hukuman cambuk dapat dialihkan kepada
rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, bila ditinjau
dari pidana Islam dengan ketentuan sebagai berikut:

. Sanksi Cambuk diganti dengan Rehabilitasi atas Pertimbangan Hakim

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan
penyalahgunaan narkotika pada akhirnya akan bermuara pada persoalan
bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang

hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat
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dipertanggungjawabkan atau tidak. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:®®
“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Juga dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:®®

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan
kehakiman di Indonesia dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-
Undang Dasar 1945, sebagaimana dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang
Dasar 1945 yang menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan”.

Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang
mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat Undang-Undang.
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas untuk mengadili perkara
berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks
hakim menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4),
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman ditentukan, “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ke-

o)

*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat

*Ibid
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Tuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi aspek ini maka hakim dalam memutus
perkara tidak boleh hanya bersandar pada Undang-Undang semata, akan tetapi
juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Dalam konteks hakim sebagai
penegak hukum hendaknya hakim dalam mengadili perkara selain bersandar
kepada Undang-Undang juga bertitik tolak pada norma-norma yang hidup
dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan.
Pada proses peradilan dengan hakim sebagai titik sentral inilah yang menjadi
aspek utama dan krusial seorang hakim dalam menggapai keadilan.

Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan
tegas menyatakan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak
berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Disebutkan juga bahwa
pemerintahan Indonesia “berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak
bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terba‘[as)”.67

Dalam Islam telah digariskan prinsip-prinsip, yang dapat menunjang
pelaksanaan tugas hakim dalam memproses perkara. Diantara prinsip yang
harus diperhatikan adalah bahwa seorang hakim dituntut memiliki kapasitas

dan kapabelitas intelektual, terutama sekali dibutuhkan dalam lapangan

ijtihad.®® Dalam lapangan fikih terdapat dua bentuk ijtihad, yaitu ijtihad untuk

%7Jimly Asshiddigie, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,
(Yogyakarta, Ul Press, 2005), h. 10

®ljtinad adalah  blew¥i s f Jos o5 oS> L 3 o J Mengerahkan kemampuan dalam
memperoleh hukum syar’i yang bersifat ‘amali melalui cara istinbath. Lihat Muhammad ibn Ali
ibn Muhammad al-Syaukani, Irsyadul Fuhul ila Tahqgiq min ‘Ilm Ushul, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th),
h. 250, ax 2l sl pladl LB (3 axe s 4t U3 Pengerahan kemampuan oleh mujtahid dalam mencari
pengetahuan dengan hukum syar’i. Lihat al-Ghazali, al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul, (Kairo: al-
Amriyyah, t,th), Jilid I, 101,  alasd) Ldsl o adasd) fS-Y1 blanl 3 e 5 4230 J4; Usaha seorang fagih yang
menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-
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menyimpulkan hukum dari sumbernya disebut ijtihad istinbathi, dan ijtihad
dalam penerapan hukum disebut ijtihad tathbigi.

Kemampuan intelektual seorang hakim untuk masa sekarang lebih
banyak tercurah pada ijtihad tathbiqi. Lapangan ijtihad ini adalah tempat
penerapan hukum, yaitu manusia dengan segala ikhwalnya yang selalu berubah
dan berkembang. Seiring dengan perkembangan manusia, ijtihad tathbiqi tidak
pernah terputus selama umat Islam bertekad untuk mengimplementasikan
ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Untuk itu ijtihad tathbigi berkaitan erat
dengan tugas para hakim, karena peran hakim sebagai penegak hukum tidak
cukup hanya dengan penguasaan (materi) hukum belaka, tetapi juga
memerlukan kemampuan untuk menerapkannya secara benar dan proporsional.

Menurut mazhab Hanafi, apabila hakim menduduki jabatan dan di
wilayah yuridiksi dan hakim mengetahui sengketa perkara tersebut, ia boleh
memutus perkara itu atas dasar pengetahuan karena pengetahuannya itu
berstatus sebagai dua orang saksi dan bahkan lebih utama dari itu.
Keyakinannya tentang duduk perkara itu diperoleh dari hasil pengetahuannya
sendiri dengan melihat atau mendengar, sedang apa yang ia peroleh dari hasil
kesaksian hanya akan sampai pada zhan (persangkaan yang kuat). Adapun apa
yang ia ketahuisebelum pengangkatan dirinya atau di luar wilayah
yurudiksinya maka menurut Abu Hanifah ia tidak dibenarkan menggunakan
pengetahuannya tersebut sebagai dasar putusan. Seangkan Abu Yusuf dan

Muhammad berpendapat bahwa hal semacam itu boleh dijadikan dasar putusan

dalil yang terperinci. Lihat Muhammad Abu Zahrah, op cit, h. 379. Lihat juga Amir Syarifuddin,
Ushul Figh 11, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 266
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hakim seperti apa yang ia lihat dan dengar setelah menduduki jabatan hakim di
wilayah kekuasaannya.®®

Ulama yang membenarkan hakim boleh memutus atas dasar
pengetahuannya adalah berdasarkan hadis Aisyah berkenaan dengan Kisah
Hindun binti Utbah bin Rabi“ah dengan suaminya, Abu Sufyan bin Harb.
Ketika itu Hindun mengadukan suaminya yang bernama Abu Sufyan itu

kepada Nabi, lalu Nabi berkata kepada Hindun:

(gw\jg)W\&f\)J}ﬂhﬁﬂj)M |PRPRES

“Ambillah harta yang dapat mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara
yang patut”. (HR. al-Bukhari dan Nasai)"

Perintah (keputusan) dalam hadis ini, tanpa terlebih dahulu
mendengarkan penjelasan / kesaksian lawan Hindun, yaitu Abu Sufyan. Secara
logika jika seorang hakim dapat memvonis perkara berdasarkan keterangan
saksi yang kebenarannya masih merupakan dugaan, tentu hakim juga lebih
patut lagi memvonis perkara berdasarkan kebenaran yang ia yakini.”

Di samping peraturan perundang-undangan yang memiliki kelebihan
dan kebaikan, akan tetapi peraturan perundang-undangan juga mempunyai

kelemahan atau kekurangan antara lain: "

% Muhammad Salam Madkur, al-Qadha fi al-Islam, terj. Imran A.M., (Surabaya: Bina
llmu, 1982), h. 116

“Abu Abdullah Muhamad ibn Ismail al-Bukhari, op cit, h. 320

™ Muhammad Salam Madkur, op cit, h. 117

2 Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002). h. 14
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1. Sebagai buatan manusia,peraturan perundang-undangan tidak pernah
lengkap.

2. Deskripsi-deskripsi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan
pada umumnya mencerminkan keadaan,pandangan, keinginan pada saat
pembuatanya.

3. Sebagai bentuk hukum tertulis, peraturan perundang-undangan tidak
fleksibel.

4. Kadang-kadang rumusam peraturan perundang-undangan tidak jelas.

Hal di atas merupakan tantangan bagi hakim yang di satu pihak harus
menerapkan peraturan perundang-undangan, akan tetapi di pihak lain kalau
penerapan tersebut tidak sesuai dengan fakta, keadaan bahkan tujuan hukum
maka akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Untuk
memungkinkan peraturan perundang-undangan terterap sebagai mana
mestinya, hampir seluruh hakim harus melakukan penafsiran dan berijtihad.

Faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan
rehabilitasi, bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba

sebagai berikut:"

1. Jenis Putusan Dengan Pasal yang Diputus
Pasal 127 UU Narkotika mengindikasikan bahwa negara masih
melakukan kriminalisasi terhadap penggunaan narkotika bagi diri sendiri.
Vonis penjara kepada pengguna narkoba merupakan bentuk dari

kriminalisasi tersebut. Walaupun hakim memiliki SEMA 4 tahun 2010,

Albert Wirya dkk, Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di
Jabodetabek Tahun 2014, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2016), h. 19
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UU Narkotika merupakan acuan utama bagi para hakim untuk mengadili
perkara narkoba.
Keberadaan Ahli

Keterangan ahli sangat memengaruhi hakim dalam memutus
rehabilitasi, atau dengan kehadiran ahli seorang terdakwa pasti
mendapatkan vonis rehabilitasi. Tetapi, patut diketahui bahwa keterangan
ahli dalam perkara narkoba, terutama berkaitan dengan adiksi, sangat
diperlukan dan akan bermanfaat di dalam persidangan.

Hasil Tes Urine

Polisi memiliki wewenang untuk melakukan tes urine pada
tersangka kasus narkotika jika tersangka tersebut memiliki indikasi
penggunaan narkoba bagi diri sendiri.” Hasil tes urine negatif juga tidak
serta merta menunjukkan bahwa tersangka tersebut tidak menggunakan
narkoba karena bisa jadi ketika penangkapan dilakukan, tersangka tidak
sedang menggunakan narkoba. Tes urine memang tidak seharusnya
menjadi indikator utama ketergantungan narkoba tetapi tes urine bisa

dijadikan asesmen awal penggunaan narkoba.

Surat Keterangan Medis Terdakwa

Surat merupakan salah satu alat bukti yang sah di
persidangan.”Alat bukti surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau

dikuatkan dengan sumpah adalah:’

™ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 75 huruf I.
"|pid., Pasal 184 ayat (1) huruf c.
"Ibid., Pasal 187.
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1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat
umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau
yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas

tentang keterangan itu;

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat
yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata
laksanan yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi

pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta

secara resmi dari padanya;

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi
dari alat pembuktian yang lain.

Dalam kasus narkoba, alat bukti surat yang biasa muncul di
persidangan untuk membuktikan adanya ketergantungan pada terdakwa
adalah hasil tes urine dan hasil pemeriksaan medis. Hasil tes urine
merupakan bagian dari alat bukti surat. bahwa alat bukti surat berupa
keterangan medis terdakwa memiliki pengaruh yang cukup besar kepada
hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi kepada terdakwa pengguna
narkoba.

5. Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater
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Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater juga merupakan bagian
dari alat bukti surat yang ditujukan untuk melakukan asesmen terhadap
status penggunaan narkoba seorang terdakwa. Keterangan ini bukan untuk
menunjukkan bahwa terdakwa tidak cakap atau memiliki penyakit
kejiwaan sehingga menjadi dasar pemaaf suatu tindak pidana namun untuk
melihat Kketergantungan seseorang terhadap narkoba. Keterangan dari
dokter jiwa/psikiater tercantum dalam SEMA 4 tahun 2010 sebagai salah
satu indikator atau pertimbangan bagi hakim untuk memutus rehabilitasi.
Keberadaan Penasihat Hukum

Menurut Pasal 56 KUHAP, jika terdakwa didakwa melakukan
tindak pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak memiliki penasihat
hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat
pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa tersebut.
Kehadiran penasihat hukum dalam kasus narkoba dapat membantu
terdakwa untuk membuktikan penggunaan narkoba bagi diri sendiri
dengan menghadirkan alat bukti yang dapat mendukung. Alat bukti
tersebut diantaranya adalah riwayat penggunaan narkoba, keterangan ahli,
surat keterangan medis dan surat keterangan kejiwaan. Pembuktian ini
harus dilakukan secara aktif oleh penasihat hukum maupun terdakwa

sehingga posisi penasihat hukum cukup penting dalam perkara narkoba.
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Selain melihat alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan,
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi didapatkan seperti
berikut ini:"’

1. Hal-hal yang Meringankan Terdakwa
- Kooperatif, bekerja sama, tidak terbelit-belit, mempelancar persidangan
- Mengakui perbuatannya, terus terang
- Belum pernah dihukum
- Sopan
- Tulang Punggung, punya tanggungan keluarga
- Masih Muda
- Menyesal, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
2. Hal-hal yang Memberatkan Terdakwa
- Tertangkap Tangan
- Tidak Mendukung Program Pemerintah
- Meresahkan Masyarakat
- Merugikan dirinya sendiri, masyarakat, generasi muda, masa depan
Indonesia, mental generasi muda.

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi kepada
pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba didasarkan dari fakta-fakta yang
terungkap dari persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, maupun barang
bukti dan petunjuk-petunjuk lain. Hakim juga berpedoman kepada aturan

pemberian pidana. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut ditambah dengan

" Albert Wirya dkk, op cit, h. 30
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keyakinan hakim yang didasari oleh pertimbangan rasa keadilan yang tumbuh
didalam diri seorang hakim sesuai dengan sikap dan persepsinya.
2. Adanya Keraguan Dalam Pembuktian Korban Penyalahgunaan Narkoba
Masalah korban dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah karena
menggunakan berbagai istilah yakni “pecandu”, “pasien”, “penyalahguna”,
serta “korban penyalahguna”.

a. Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau
menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada
narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU
Narkotika);

b. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau
melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika);

c. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan
narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam
untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika);

d. Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat
menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa
narkotika golongan Il dan golongan Ill dalam jumlah terbatas dan sediaan
tertentu;

e. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari
ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (Penjelasan

Pasal 58 UU Narkotika).
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Banyaknya istilah untuk menamakan pemakai/pengguna narkoba
berpotensi membedakan pecandu dengan penyalahguna, dan korban
penyalahguna. Hal ini menimbulkan kekacauan, baik dalam rumusan ketentuan
lain dan pelaksanaannya dalam UU Narkotika. Hal ini juga menimbulkan
stigmatisasi dan diskriminasi masyarakat terhadap pecandu dan penyalahguna
narkoba.

Salah satu permasalahan akibat banyaknya istilah adalah kerancuan
pengaturan di mana Pasal 4 di UU Narkotika menyatakan bahwa “UU
Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial
bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”. Namun, dalam pasal 54 UU
Narkotika menyebutkan bahwa ‘“Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna
Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dimana
berdasarkan pasal 54, hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi
tidak diakui.

Penyalahguna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi pada
pasal 127 UU Narkotika, kemudian juga menjadi subjek yang dapat dipidana
dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti
sebagai korban narkoba. Pembuktian penyalahguna narkoba merupakan korban
narkoba sebagaimana diatur dalam UU Narkotika, merupakan suatu hal yang
sulit, karena harus melihat awal pengguna narkoba menggunakan narkoba dan
diperlukan pembuktian bahwa penggunaan narkoba ketika menggunakan
narkoba dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam

untuk menggunakan narkoba.
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3. Kerancuan Norma Pasal Tertentu Dalam UU No 35 Tentang Narkotika
Pada prinsipnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah
mendapatkan jaminan rehabilitasi, akan tetapi pada Pasal 127 Undang undang
No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalah guna narkotika kemudiaan juga
menjadi subyek yang dapat dipidana dan dapat kehilangan hak rehabilitasinya,
kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Dalam praktek
penerapan hukum dilapangan aplikasi dari norma pasal tersebut menjadi
semakain rancu dimana sekalipun pengguna narkotika untuk diri sendiri
sekaligus korban dari perbuatannya namun dia tetap dikenakan sanksi pidana
sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 127 yang biasanyadalam
dakwaannya juga mengaitkan (termasuk/include /juncto) Pasal 111 atau Pasal
112 karena juga memenuhi unsur dalam norma pasal tersebut.
Adapun bunyi pasal pidana yang mengatur terkait dengan pengguna
narkotika untuk diri sendiri adalah sebagai berikut:
Pasal 127
(1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan | bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan Il bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan Il bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 111
(1) Setiap orangyang tanpa hak atau melawan hukum menanam,
memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan | dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lamal2 (dua belas) tahun
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dan pidana dendapaling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapanratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah).

Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,
menguasai,ataumenyediakan Narkotika Golongan | bukan tanaman,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling
lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda palingsedikit Rp
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
8.000.000,000,00 (delapan miliar rupiah).

Selain dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 127 tersebut, seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri juga
dituntut dengan rumusan Pasal 111 dan atau Pasal 112 karena ketika seseorang
memenuhi unsur Pasal 127 sudah barang tentu sekaligus memenuhi unsur
dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 yaitu unsur yang bersifat alternatif yaitu
“memiliki, menyimpan, menguasai” dimana unsur ini tidak harus terpenuhi
keseluruhan namun salah satupun dari unsur tersebut terpenuhi sudah termasuk
dalam kategori norma tersebut karena unsur dalam pasal ini adalah bersifat
alternatif.

Jika ditelusuri lebih jauh sebelum seseorang menyalahgunakan
narkotika bagi diri sendiri dan juga yang memenuhi unsur “memiliki,
menyimpan, menguasai”’ juga ada suatu perbuatan asal yang dilakukannya
untuk dapat menyalahgunakan narkotika tersebut yaitu berupa tindakan
“membeli” yang memenuhi kwalifikasi tindak pidana narkotika misalnya Pasal

114 (1) dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan juga disertai
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dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Jadi ketika seseorang menyalahgunakan narkotika bagi sendiri serta
tidak diberikan batasan yang jelas dengan pasal lain maka perbuatan tersebut
juga bisa memenuhi pasal tindak pidana narkotika yang lain sepanjang
memenuhi unsur  “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”’ dan atau
“membeli” narkotika dengan cara tanpa hak atau melawan hukum dimana
ancaman pidananya jauh lebih berat yaitu pidana penjara dan denda dengan
kumulasi “minimum khusus” sehingga tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk
memutus rehabilitasi tanpa pidana penjara dan denda yang tinggi karena
adanya batas pemidanaan yang tinggi pula dalam pasal tersebut.

Logikanya, secara sederhana dapat diketahui bahwa ketika seseorang
menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri sudah barang tentu sebelumnya
telah terjadi suatu perbuatan yang terkait dengan sumber barang yang
diperolehnya tersebut. Secara umum hal ini biasanya terjadi diawali ketika
adanya pengaruh konflik internal maupun keadaan eksternal pelaku sehingga
dia menerima tawaran barang haram tersebut dalam rangka penenangan diri
untuk sesaat atau bahkan hanya untuk coba-coba, sehingga pada suatu waktu
tertentu ketika pengguna sudah berada pada posisi yang kecanduan akibat dari
zat tersebut maka sipengguna biasanya juga akan mencari sendiri atau membeli
zat nakotika tersebut untuk dapat dikonsumsi.

Berdasarkan pada uraian peristiwa pada umumnya, biasanya sebelum

adanya perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sesungguhnya
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sudah terjadi suatu perbuatan yang mengawalinya yaitu yang memenuhi unsur
“memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau membeli” sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 maupun Pasal 114 UU NO. 35
tahun 2009. Keadaan yang demikian dapat dijumpai pada kasus
penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada umumnya. Dimana secara
umum yang awalnya seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri
sendiri karena norma pasal yang saling menganulir/bertentangan (conflik of
norm) dan bahkan adanya norma pasal tertentu yang kabur (obscur) sehingga
penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tersebut selalu berakhir dengan pidana
penjara dan juga disertai dengan kualifikasi tindak pidana yang lain.

Di samping sifat sanksi hudud yang baku, dalam Undang-undang No 35
tahun 2009 tentang Narkotika terdapat norma pasal tertentu yang kabur (obscur),
dan menimbulkan keraguan dalam pembuktian penggunaan narkoba yang
merupakan korban penyalahgunaan narkoba,apakah ketika menggunakan narkoba
dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa,yang mengakibatkan adanya
unsur syubhat,” yaitu unsurketidakjelasan dan ketidakpastian hukum akibat
adanya kerancuan dalam norma hukum dan keraguan dalam pembuktian
pengunaan narkoba. Olehsebab itu, agar tidak salah dalam menjatuhkan pidana,

terkait unsur syubhat yang ada dalam masalah terpidana penyalahgunaan narkoba

"®Syubhat adalah ketidakjelasan atau kesamaran, sehingga tidak bisa diketahui halal
haramnya sesuatu secara jelas. Syubhat terhadap sesuatu bisa muncul baik karena ketidakjelasan
status hukumnya, atau ketidakjelasan sifat atau faktanya. Lihat Abdul Qadir Audah, jilid 2, h. 570.
Syubhat yang dimaksudkan dalam hal ini adalah ditinjau dari aspek hukum. Dalam pengertian
yang lebih luas, syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih
mengandung kemungkinan benar atau salah. didalamnya terdapat dua macam keyakinan yang
berlawanan yang timbul dari dua faktor yang menyebabkan adanya dua keyakinan tersebut
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dari perspektif hududini, dalam sebuah asas hukum pidana Islam terdapat kaedah

populeryang berbunyi:

Slgidl 5 bl 1930

Artinya: Batalkan sanksi hududdengan sebab adanya syubhat.”
Kaedah ini berasal dari sebuah hadis Nabi sebagai berikut:
gl el 3 5 Vg 331 s g ke 1 oot b1 J gy JB B A 0
Lsaall @ (kg O o g5 siall (ki OF pleY) 01U alows | gloid 7= 2 4 O 01O
($de Al oly)

Terjemahannya: Dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda
dihindarkan hukuman had dari kaum muslimin, selama
masih mungkin, jika ada dasar untuk terlepasnya
seorang dari hukuman, maka bebaskanlah ia. Seorang
hakim lebih baik keliru dalam memberikan ampunan
dari pada keliru dalam menetapkan hukuman.(HR. al-
Tirmidzi).®

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pecandu dan
korban penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum pidana Islam, bila
dituntutmelalui pendekatan sanksi hudud, dapat dialihkan kepada sanksi ta’zir
yaitu rehabilitasi, karena terdapat di dalamnya unsur syubhat. Hal ini
disebabkan sanski hudud bersifat, baku, dan pasti serta tidak dapat
dimodifikasi, dikontekstualisasikan, dan dengan adanya unsur ketidakjelasan,

ketidakpastian dan keraguan dalam pembuktian pengunaan narkoba.

™ Muhammad SalamMadkur, op cit, h. 30
83l-Turmudzi, Abu ‘Isa Muhammad ibn Surah, Sunan al-Turmudzi, (Indonesia: ttp,
Maktabah Dahlan, tth), Jilid 2, him 438-439
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B. Relevalansi Rehabilitasi dengan Ta’zir dalam Upaya Penanggulangan
Penyalahgunaan Narkoba dilihat dari Konsep Jawabir dan Zawajir

Hukum pidana Islam dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat
manakala di dalamnya muncul agent of change yang dapat mengarahkan
perubahan masyarakat pada kondisi pemahaman terhadap syari’at Islam. Dengan
asumsi bahwa hukum pidana Islam dianalogikan sebagai individu, dan masyarakat
dianalogikan sebagai lingkungan bagi individu tadi, proses adaptasi dalam
pembentukan hukum pidana dapat diupayakan dengan melakukan “penyesuaian”
formulasi hukum pidana Islam dengan kondisi masyarakat, dan menyesuaikan
kondisi masyarakat atau paling tidak mendekati dengan syari’at Islam atau
hukum pidana Islam, sehingga akan tercipta suatu format hukum pidana Islam
yang lebih sesuai dengan perasaan hukum masyarakat.

Fazlur Rahman mengatakan bahwa tidaklah mungkin sesuatu yang
sungguh-sungguh telah direalisasikan dalam tatanan kehidupan di masa dahulu

tidak dapat direalisasikan dalam konteks kehidupan sekarang. Pelaksanaannya
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dengan mempertimbangkan perbedaan dalam hal-hal spesifik pada situasi
sekarang meliputi baik pengubahan aturan-aturan di masa dulu sesuai dengan
situasi yang telah berubah pada masa sekarang (asalkan pengubahan ini tidak
melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum yang berasal dari masa lampau)
dan pengubahan situasi sekarang bilamana perlu, hingga sesuai dengan prinsip-
prinsip umum tersebut.®*

Hukum pidana Islam dapat diformulasikan kembali untuk bisa mendekati
bahasa hukum modern, disamping upaya pemberian pemahaman syari’at Islam
kepada seluruh masyarakat, sehingga mereka dan mengerti mengenai aturan-
aturan yang sebenarnya telah ditetapkan. Dua upaya ini dilakukan secara
seimbang dan bersamaan, sehingga pada gilirannya hukuman yang terbentuk
dapat sesuai atau paling tidak mendekati konsep-konsep yang ada dalam al-
Qur’an dan hadist, serta dapat searah dengan perasaan hukum yang berkembang
dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pada perkembangannya, proses perubahan sosial yang terjadi dalam
masyarakat akan tetap terjadi secara alamiah. Akan tetapi arah perubahan itu
dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan suatu kondisi yang
sesuai dengan harapan dan keinginan.

Sanksi rehabilitasi medis dan sosial merupakan aturan hukum yang
terdapat dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika yang telah
ditetapkan oleh pemerintah (penguasa), yang sesuai dengan kepentingan-

kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan dengan nash-nash serta prinsip

8 Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas, Tantangan Transformasi Intelektual, Alih
bahasa Ahsin Muhamad, Cet. Ke-2, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995), h. 9
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umum hukum Islam. Dengan demikian rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu

dan korban penyalahgunaan narkoba dalam hukum pidana Islam dapat

digolongkan ke dalam hukuman ta’zir.®

Para ulama juga memberikan pendapat terkait dengan sanksi bagi

penyalahgunaan narkoba adalah ta’zir, diantaranya Wahbah al-Zuhaili:

G2 o o b W L0581y sy S Al w21 0 e il fple IS0 %
LS 3B ey 0 bY 5 80 b e W1y L 2 STy D1 (310

) L WL

Diharamkan setiap yang dapat menghilangkan akal (mabuk) walaupun
tanpa diminum, seperti ganja, opiat, karena jelas-jelas berbahaya.
Padahal Islam melarang pada hal-hal yang membahayakan diri sendiri
dan orang lain, tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi pelaku
penyalahgunaan narkoba, karena narkoba tidak ada kenikmatan dan
kelezatan dan mengandung adiksi, karena itu hukumnya adalah ta’zir.®

Begitu juga menururt Ahmad al-Hasari:

82Penger‘tian ta’zir menurut ‘Abdul Qadir ‘Audah menjelaskan:
oWl gl gmey el Slgde o S 51 sl \gde Gl @) 1 (o8 ¢ el o
Tindak pidana ta’zir adalah tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman
ta’zir. Yang dimaksud dengan ta zir adalah pendidikan.Lihat: Abdul Qadir Audah, op cit, h. 685.

Al-Mawardi menjelaskan sebagai berikut: > 5.1 g9 ¢ 325 § Q95 Ao ©osU pjad\y “Ta zir adalah

hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh
syara’.Lihat: Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, (Beirut: Dar Al-Fikt), h. 236.. Menurut
Muhammad Abu Zahrah menjelaskan sebagai berikut: 7a zir ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak
disebutkan oleh syari’ tentang jenis dan ukurannya. Syari’ menyerahkan penentuan ukurannya
kepada ulil amri atau hakim yang mampu menggali hukum, sebagaimana perkara-perkara yang
ditangani oleh hakim-hakim periode awal, seperti Abu Musa Al-Asy ’ari; Syuraih; Ibnu Abi Laila;
Ibnu Syibrimah; Utsman Al-Batti; Abu Yusuf yang termasyhur. Lihat: Muhammad Abu Zahrah,
Al-Jarimah wa Al-‘Uqubah fi figh Al-1slami, Al-‘Uqubah, (Kairo: Dar Al-Arabi, 1998), h. 57.
Menurut Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan sebagai berikut:Sanksi-sanksi ta’zir adalah hukuman-
hukuman yang secara syara’ tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syari’at Islam
menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak
pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan
situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan dimana saja.
Sanksi-sanki ta’zir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf
pendidikan masyarakat, dan berrbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.
8 Wahbah al-Zuhaili, op.cit, h. 166
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Sesungguhnya mengkonsomsi ganja itu haram dan tidak dijatuhkan
sanksi had kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengkonsumsinya
dikenai sanksi ta’zir bukan had.®*

Dalam hal ini mereka berargumentasi kepada:

1. Narkoba tidak ada pada masa Rasululllah SAW

2. Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan bahaya khamr

3. Narkoba bukan diminum seperti halnya khamr

4. Narkoba jenis dan macamnya banyak sekali, masing-masing

mempunyai jenis yang berbeda.

Al-Qur’an dan Sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi hukum bagi
penyalahgunaan narkoba, karena itu sanksi hukum bagi penyalahgunaan narkoba
adalah ta’zir. Hukuman ta’zir bisa berat atau ringan tergantung kepada proses
pengadilan.

Secara tidak langsung fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengatakan
bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah ta’zir, yang menjadi
pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan
narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat
menggangu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya uasaha
dan tindakan-tindakan:

1. Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/penyeludup

bahan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati.

8 Ahmad al-Hasari, al-Siyasah al-Jaza iyyah, (Beirut: Dar al-Jail, t.th), Jilid 11, h. 39
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2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan
petugas-petugas pemerintah sipil dan meliter yang memudahkan
meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber penjual/pengecer/
pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan.

3. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang
lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan
narkoba agar tidak disalahgunakan.

4. Mengadakan usaha preventif dengan membuat Undang-Undang mengenai
penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.®

Jelaslah bahwa ta’zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-
jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Dikalangan fugaha,
jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan
jarimah ta’zir. Jadi, istilah ta’zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga
untuk jarimah (tindak pidana).

Dasar hukum disyari’atkannya ta’zir terdapat dalan beberapa hadis Nabi

Muhammad SAW dan tindakan sahabat, yaitu sebagai berikut:

kg o e e 1 o ) 01 0 2 oS o A

Terjemahannya:Dari Bahz bin Hakim dan Ayahnya dari kakeknya
bahwasanya Nabi Muhammad SAW menahan
seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (HR.
Abu Dawud, Al-Tarmizi, Al-Nasa’i, dan Baihaqi
Disahihkan oleh Hakim)®®

8 |ihat MUI, Himpunan Keputusan dan Fatwa MUI, (Jakarta: Sekretariat MU, t.th), h.
55
8 Al-Sayid Sabig, Figh Al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), Jilid II, h, 497
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Terjemahannya:Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar
Rasulullah SAW bersabda ’Tidak boleh dicambuk lebih

dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah
ditentukan oleh Allah.(HR. Muttafaqun ‘Alaih).®’

Olbl ($ 35 1 gkl b 3 dee bl o bl J gy JB I Lgie bl 0y A 0
5931 Y G4l e

Terjemahannya: Dari Aisyah ra bahwa Nabi SAW bersabda,
‘Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak
pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka,
kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (HR. Ahmad,
Abu Daud, Al-Nasa’i dan Al-Baihaqi).®

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta’zir

dalam syariat Islam.

1. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi Muhammad SAW yang
menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses
penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut
melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan
tindak pidana.

2. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman ta’zir yang tidak boleh
lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud.
Dengan batasan hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk
jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah ta’zir. Menurut Al-

Kahlani, ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina,

gadzf, meminum khamr, pemberontakan, murtad, pencurian, dan

8 Muhammad ibn Isma’il Al-Kahlani, Subul Al-Salam, (Mesir: Maktabah Mushthafa
al-Bab al-Halabi, 1960), Jilid IV, h. 37
®Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Beirut: Dar al-Kitab al-limiyah, 196), Jilid. I1, h. 584
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perampokan. Adapun jarimah gishash-diyat terdiri atas pembunuhan dan
penganiayaan. Masing-masing jarimah itu, dibedakan lagi, pembunuhan
sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah,
penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Selain jarimah-
jarimah yang sudah disebutkan, termasuk ke dalam jarimah ta’zir.

3. Hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta’zir yang
bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal
lainnya.

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk hudud
dan ta’zir, antara lain tindakan Umar bin Khattab ketika melihat seseorang yang
menelentangkan seekor kambing untuk disembelih. Setelah ditelentangkan, ia
baru mengasah pisau. Umar bin Khattab mencambuk orang itu dan berkata,
‘Asahlah dulu pisau itu.®®

Maksud utama sanksi ta’zir terhadap penyalahgunaan narkoba adalah
sebagai preventif dan represif serta kuratif dan eduktif, atas dasar ini ta’zir tidak
boleh membawa kehancuran. Fungsi dari preventif, represif, kuratif dan
eduktifdimaksudkan, sebagai berikut:

1. Fungsi dari sanksi preventif adalah bahwa sanksi ta’zir harus memberikan
dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenakan hukuman
ta’zir), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan

perbuatan terhukum.

8 Abdul Qadir Audah, op cit, h. 155-156
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2. Fungsi dari sanksi represif adalah bahwa sanksi ta’zir harus memberikan
dampak positif bagi terhukum sehingga ia tidak melakukan perbuatan
yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman ta’zir. Oleh karena itu
sanksi ta’zir itu, baik dalam fungsinya sebagai usaha priventif maupun
represif, harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih tidak kurang dengan
menerapkan prinsip keadilan.

3. Fungsi dari sanksi kuratif adalah berfungsi bahwa sanksi ta’zir itu harus
mampu membawa perbaikan sikap dan prilaku terhukum dikemudian hari.

4. Fungsi dari sanksi eduktif adalah harus mampu menumbuhkan hasrat
terhukum untuk mengubah pula hidupnya sehingga ia akan menjahui
perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata
karena tidak senang terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat penting dalam
hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan
ketakwaannya, sehingga ia menjahui segala maksiat untuk mencari
keridhoan Allah SWT.*

Sanksi ta’zir sesuai dengan tingkatan kejahatannya, kejahatan yang besar
pasti dikenakan sanksi yang berat, begitu pula dengan kejahatan yang kecil akan
dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan
serupa. Kejahatan yang kecil tidak boleh dikenakan sanksi melampui batas, agar
tidak termasuk mendzalimi orang yang melakukan kejahatan.®*Sebagaimana

dalam kaidah figh:

%A, Djazuli, op cit,h.191
! Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam,(Bogor: Pustaka Thariqul 1zzah,
2002), h. 242
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Berat ringannya sanksi ta’zir diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai
dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.*

Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat
ringannya hukuman. Sudah barang tentu juga harus dipertimbangkan daya
preventif dan represif (al-radd’ wa al-jazr) dari hukuman tersebut serta
dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.

Pada dasarnya,hakim tidak terkait dengan salah satu hukuman tertentu
kecuali hukumantersebut satu-satunya hukuman yang sesuai dengan keadaan
tindak pidana dandiri pelakunya.*® Sebagaimana dalamkaidah figh:

DU pd (S WS

Hukuman yang diputuskan oleh hakim menghilangkan perbedaan

pendapat.**

Kaidah umum hukum Islam menetapkan bahwa setiap hukuman yang
dapat mendidik pelaku, memperbaikinya, serta memelihara masyarakat dari
melakukan tindak pidana dan keburukan tindak pidana tersebut merupakan
hukuman syar’i atau dilegalkan.95

Adapun landasan hukum rehabilitasi dalam hukum pidana Islam adalah
ta’zir atau sepenuhnya kekuasaan hakim. Hukum pidana Islam pada bagian ta’zir
yang mengandung arti sebagai ta 'dib merupakan landasan dasaruntuk rehabilitasi.

Ta'dib (rehabilitasi) secara bahasa adalah upaya dalammenjaga kemaslahatan

% A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006), cet I, h. 142

% Abdul Qadir Audah, op cit, h. 86

* A. Djazuli, op cit, h. 154

*1bid
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umum atau menegakkan kedisiplinan.®7a dibmerupakan salah satu bentuk
hukuman terhadap  perbuatan yangdikategorikan  sebagai  perbuatan
maksiat.Sebagian ulama berpendapat bahwara 'dib atau rehabilitasi penyalahguna
narkoba merupakan suatu hak daripenyalahguna dan bukan sebagai kewajiban
yang harus dikerjakan. Hal itusama halnya denganpecandu narkoba,®” dimana

rehabilitasi merupakan hakbagi mereka bukan sebagai kewajiban.

Dalam hukum Islam, seorang muslim tidak
terlepasdaritanggungjawabatasperbuatan yang dilakukannya. Tanggungjawab
itusendiri kadarnya berbeda dalam konteks kasus dan waktu yang berbeda.
Akantetapi, tanggungjawab untuk merubah keburukan yang nyata merupakan
suatuhal yang wajib dilakukan oleh setiaporang Islam.

Hukum  Islam  mengatur = kewajiban  setiap orang yang
melakukanpelanggaran atau penyimpangan untuk
mempertanggungjawabkanperbuatannya. Pemberlakuan kewajiban dibedakan
oleh kecakapannya dimatahukum. Pelaku dewasa bertanggungjawab atas apa yang
diperbuatnya. Begitujuga anak yang belum cakap umur bertanggungjawab atas
perbuatannya.

Dalam kasus anak kecil,hukum Islam mengatur dan memberikan
kelonggarandalam hal pertanggungjawaban tindak pidana.Hukuman pidana bagi
anak yang belum dewasa dalam pembahasankitab-kitab fikih ditegaskan bahwa

tidak dibenarkan membawa anak kepengadilan. Namun demikian, mereka tetap

%Tim Mu’jam al-Lughah al-Arabiyah Kairo, Mujam Al-Wasit, (Kairo: Maktabah al-
Syuruk al-Dauliyah, 2004 ), h. 40
% Abdul Qadir Audah, op cit, h. 514
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dihukum dengan cara berbedayakni dalam bahasa fikih disebut 7a 'dib (pembinaan,
pendidikan) ataurehabilitasi oleh yang berwenang, tidak diberikan hukuman oleh
hakim lewatpengadilan.

Hukum Islamsebenarnya telah mengatur ta’dib atau rehabilitasi
dalamkitab-kitab fikih. Sebagaimana ditegaskan bahwa ketika pelaku tindak
pidanaitu seorang anak dibawah umur hukumannya berbeda dengan pelaku
yangsudah dewasa, dalam bahasa fikih disebutkan ra’dib itulah hukuman
buatanak dibawah umur, tidak dihukum takzir atau hadd seperti yangdiberlakukan
kepada pelaku dewasa. Bentuk pelaksanaan ta’'dib ini beragamtergantung pada
kemampuan fisik dan jiwa sang anak.*®

Tujuan pemidanaan dalam Islam adalah sebagai upaya pemulihan
danperbaikan, agar pelaku tindak kejahatan sadar apa yang
diperbuatnyamerupakan suatu kesalahan dan harus segera diperbaiki. Bentuk
tujuan ini,menekankan pendidikan dan pembinaan terhadap pelaku tindak
kejahatanagar memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan kembali.

Pemidanaan bentuk rehabilitasi dalam hukum pidana Islam
merupakanbentuk pemulihan dan restorasi pelaku tindak pidana kejahatan,
untukmenjadi pribadi yang lebih baik. Menjalankan fungsi
tanggungjawabmanusia sebagai hamba kepada Allah dan manusia kepada sesama
manusia.

Proses rehabilitasi dalam hukum Islam juga sebagai bentukpencegahan

penyakit masyarakat terhadap sebuah kejahatan sosial,penyalahguna narkoba

% uthfi As-Syaukanie, Politik, HAM, Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer, cet.
ke-1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 165
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bukanlah murni sebuah kejahatan yang mengharuskanseseorang untuk
mendapatkan hukuman yang berat, melainkan prosespenyebaran penyalahguna
narkoba menjadi sebuah penyakit tersendiri dalamkehidupan bermasyarakat.
Islam mengajarkan manusia untuk salingmenghargai, menghormati dan selalu
berbuat baik terhadap sesama, hukumanpidana kurungan tanpa proses rehabilitasi
melalui pendekatan secara intensifterbukti kurang berguna untuk direalisasikan
kepada para penyalahgunaan narkoba.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami pemidanaan rehabilitasi dalam
hukum pidana Islam dianjurkan, dengan tujuan membina dan membimbing pelaku
tindak pidana narkoba kepada hal-hal yang lebih positif. Hal ini bertujuan agar
kedepannya pelaku tidak mengulangi kejahatan lagi dan bisa hidup sehat serta
melakukan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan upaya ini
diharapkan upaya untuk menjaga kemaslahatan umat yang berkelanjutan akan
terjaga.

Dalam rangka mengefektifkan penerapan hukum pemberantasan tindak
pidana narkoba di Indonesia, terdapat dua teori dalam hukum Islam yang bisa
diadopsi berkaitan dengan jarimah khamr, yaitu teori jawabir®® dan zawajir.*®
Kedua teori itu muncul ketika ulama figh membahas sifat hukum dalam berbagai

tindak pidana, yaitu apakah ia bersifat preventif atau paksaan (balas dendam),

% Jawabir adalah menerapkan hukuman atau sanksi terhadap pelaku pidana agar
terbebas dari azab akhirat. Lihat: Bahnasi, Ahmad Fathi, al-'Uqubah fi Figh al-1slami, (Kairo: Dar
al-Syuruq, 1983), h. 14 Dengan arti kata pelaksanaan hukuman itu dapat membebaskan seseorang
dari dosa.

10Zawajir adalah pelaksanaan hukuman atau sanksi pidana dengan tujuan untuk
menyadarkan pelakunya agar tidak mengulangi lagi kesalahan dan agar hukum itupun dapat
menjadi pelajaran bagi orang lain sehingga tidak berani melakukannya. Lihat: Hosen lbrahim,
Jenis-Jenis Hukuman dalam Pidana Islam dan Perbedaan ljtihad Ulama dalam Penerapannya,
Makalah disampaikan dalam seminar sehari Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembinaan
Hukum Nasional, (Jakarta: 1993), h. 16
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begitupun dengan hukuman yang telah dilaksanakan di dunia, apakah pelakunya
masih akan disiksa di akhirat atau terbebas. Apabila dikaitkan dengan hukum
pidana umum, teori jawabir dan zawadjir dapat disepadankan dengan teori
retributif dan utilitarian yang dikenal dalam teori pemidanaan serta
dikembangkan dalam hukum pidana.*®*

Al-Samargandi, pensyarah kitab al-Kanz, sebagaimana dikutib Bahnasi,
mengatakan seorang muslim apabila di-hadd atau di-gishas di dunia tidak lagi
akan di-hadd atau di-gishas di akhirat.° Beliau beralasan dengan sabda

Rasulullah SAW:
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Terjemahannya: Dari Ali ra. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:
orang yang berbuat dosa, lalu dijatuhi hukuman di
dunia, maka Allah lebih adil dari pada melipatgandakan
hukuman terhadap hamba-Nya. Dan orang Yyang
berbuat dosa di dunia, lalu Allah menutup dan
memaafkannya, maka Allah lebih mulia dari pada
memperkarakan kembali sesuatu yang sesungguhnya
telah dimaafkan-Nya.(HR Ahmad).'*

Dalam satu riwayat, ‘Ubadah ibn Samit mengatakan:
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"\Muhammad Din, Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk
Indonesia, (Bandung: UNPAD PRESS, 2009), h. 82.

192 Bahnasi, op cit, h. 15

103 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Tmiyah, 1989), Juz 1, h. 99
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Terjemahannya:Dari Ubadah ibn Samit, dia berkata: Kami bersama
Rasulullah SAW, dalam satu majelis, lalu beliau
bersabda: Berbai’atlah kalian kepadaku untuk tidak
mempersekutukan Allah dengan sesuatu, tidak akan
berzina, tidak akan mencuri, tidak membunuh diri
yang diharamkan Allah kecuali secara benar. Siapa
yang telah menyempurnakan janji tersebut di
antaramu maka pahalanya atas Allah. Siapa yang
melakukan sesuatu dari hal itu (melanggar), maka
dihukum di dunia sebagai kaffarah (pembalasan)
baginya. Dan siapa yang melakukan sesuatu, lalu
Allah menutup atasnya, maka urusannya terserah
kepada Allah, jika Allah menghendaki dimaafkan-
Nya dan jika Dia menghendaki diazab-Nya. (HR
Muslim).'%*

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa orang yang berbuat dosa secara
umum bila telah dijatuhi hukuman di dunia tidak akan dihukum lagi di akhirat
oleh Allah. Begitu juga dalam hadis ‘Ubadah bin Samit dikatakan orang yang
menserikatkan Allah, berzina, mencuri dan membunuh bila telah dihukum di
dunia, berarti sudah mendapatkan pembalasan (kaffarah). Hanya saja di akhir
hadis tersebut Nabi Muhammad SAW mengatakan urusannya terserah kepada
Allah apakah akan dihukum atau dimaafkan. Namun menurut hemat penulis
dengan memperhatikan hadis yang terdahulu, maka hadis yang terakhir di atas
telah dipertegas pengertiannya bahwa orang yang telah dijatuhi hukuman pidana

tidak akan dikenai lagi sanksi di akhirat berdasarkan jawabir.

104 Muslim, Sahih Muslim, (Indonesia: Maktabah Dar lhya al-Kutub al-¢Arabiyah, tth),
Juz 2, h. 58
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Sementara itu penonjolan aspek zawajir dapat dilihat contohnya dalam
pidana pencurian, antara lain dapat dilihat ketika menjatuhkan hukuman
(mengeksekusi) potong tangan terhadap pencuri. Pencuri sudah dipotong
tangannya diobati atau dicegah agar tidak terjadi kebinasaan (infeksi) pada
dirinya. Pengobatan ini hukumnya wajib menurut golongan Hanafiyah,'®

sedangkan menurut Al-Syafi’iyah sunat.*®

Memandang aspek zawajir pelaksanaan pidana tidak lagi bertujuan untuk
mengampuni dosa pelakunya. Orang yang telah dihukum di dunia, maka masalah
dosa diserahkan kepada Allah, jika Allah menghendaki dimaafkan atau jika Allah
kehendaki diazab-Nya, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam hadis yang
diterima dari ‘Ubadah bin Samit di atas. Dalam konteks ini Bahnasi dengan
mengutip kitab Mi raj al-Dirayah mengatakan bahwa kesucian dari dosa bukan

merupakan hasil dari pelaksanaan hadd tetapi hasil dari taubat.'*’

Al-Sarakhsi dalam melihat aspek zawajir pada pidana pencurian

mengutip ungkapan Ali bin Abi Thalib yang berbunyi:
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Saya sungguh malu terhadap Allah, bahwa saya membiarkannya tidak
mempunyai tangan yang akan digunakannya untuk beraktifitas dan kaki
yangdigunakan untuk berjalan atasnya.

"®Ibn  ‘Abidin, Muhammad Amin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar ‘ala al-Durr al-
Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar, (Mesir: Dar al-Fikr, 1979), Juz 4, h. 104

Al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, tahgiq Muhammad Husein al-Aqabi,
(Mesir: Matba’ah al-Imam, tth), Juz 18, h. 334

97 Al-Sarakhsi, Syams al-Din, Kitab al-Mabsuth li Syams al-Din, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1989), Juz 9, h. 142
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Ungkapan di atas menurut Al-Sarakhsi menunjukkan bahwa potong
tangan itu merupakan celaan (zajir) atau upaya untuk menjauhkan diri dari
kejahatan mencuri, bukan semata-mata bertujuan untuk membinasakan (itlaf)
anggota badan. Kalaupun kelihatan membinasakan (itlaf), hal itu hanya secara
hukum atau semacam kemiripan dengan pembinasaan (pembinasaan secara
lahiriyah). Tujuan ini terlihat dari beberapa ketentuan yang diberikan kepada
imam (penguasa) untuk memelihara kebinasaan (itlaf) ketika mengeksekusi
seseorang dengan hukuman hadd. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain tidak
boleh mengeksekusi di waktu panas terik ataudi waktu dingin yang mencekam,
dan sedang sakit. Di samping itu mesti dicelupkan minyak panas (diobati) sesudah
dipotong, eksekusi yang kedua (mencuri kembali yang kedua kalinya) dihukum

dengan memotong kaki kiri dan lain-lain sebagainya.'®®

Hal di atas tidak bisa disamakan dengan gishas. Dalam gishas yang
dipandang adalah aspek persamaan (musawah), bukan pemeliharaan dari
penyiksaan (itlaf). Penyiksaan yang hakiki dibenarkan apabila telah terdapat asas

persamaan.’®

Dengan memahami jawabir dan zawajir di atas dapat diketahui apa yang
menjadi tujuan dari memberikan hukuman terhadap pelaku pidana. Ulama sepakat
bahwa setiap hukuman mengandung aspek zawajir. Dengan arti kata bahwa
hukuman mengandung unsur pendidikan baik terhadap yang bersangkutan

maupun terhadap orang lain. Bagi pelaku hukuman dapat membuat jera, sehingga

108 Al-Sarakhsi, op cit, Juz 9, h. 168
191hig
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dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu. Sedangkan bagi orang lain

sebagai peringatan agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Teori zawajir ini ternyata sejalan dengan teori behavioral prevention.
Artinya, hukuman pidana harus dilihat sebagai cara agar yang bersangkutan tidak
lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan tindak pidana (incapacitation
theory) dan pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan,
yang bertujuan untuk merahibilitasi si terpidana sehingga ia dapat merubah
kepribadiannya menjadi orang baik yang taat pada aturan (rehabilitation theory).
Teori ini merupakan pengembangan dari deterrence theory yang beraharp efek
pencegahan dapat timbul sebelum pidana dilakukan (before the fact inhabition),
misalnya melalui ancaman, keteladanan dan sebagainya; dan intimidation theory
yang memandang bahwa pemidanaan itu merupakan sarana untuk mengintimidasi

mental si terpidana.**

Begitu juga berdasarkan tujuan pemidanaankhususnya yang bersifat
relatif (deterrence)memandang bahwa pidana tersebut ditujukankepada hari-hari
yang akan datang, yaitudengan maksud mendidik orang yang telahberbuat jahat
menjadi baik kembalisertaorang yang sakit dalam hal ini orang yangmemiliki
ketergantungan ~ dengan narkobajadi ~ sembuh  atau bebas  dari

ketergantungan(kecanduan).***

0 ihat Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik
Politik Islam di Indonesia,(Jakarta: Paramadina, 1998), h. 78
1samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, (Bandung: Armico, 1985), h. 153.
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Sehingga rehabilitasi bagi penyalahgunanarkoba bagi diri sendiri
mengandung aspekzawajir yang sesuai dengankondisi penjahat bukan dengan sifat
kejahatan,dalam rangka memulihkannya kedalamkeadaan semula sehingga dapat
berintegrasikembali dengan masyarakat. Pemerintah dapat saja memilih untuk
mempertimbangkan teori zawajir (bukan jawabir) dalam hukum pidana Islam

yang ternyata sesuai dengan teori-teori pidana modern.

C. Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba dari sudut Maqashid Syari’ah
dan Asas Kemanfaatan Hukum

Berkaitan dengan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika, hukum Islam
melalui tujuannya yaitu dalam magasid syari’ahmemandang undang-undang
tesebut mempunyai kesesuain dalam pencegahan narkoba, dan disisi lain undang-
undang tersebut belum seutuhnya melindungi anak bangsa dari penyalahgunaan
dan pemakaian narkotika, dilihat dari tujuan dan ruang lingkup undang-undang
tesebut tidak secara khusus dalam satu bab melarang narkotika.

Aturan dalam Islam menggunakan aturan agama yang mendidik,
melindungi, dan menjaga kemaslahatan umat manusia.**® Aturan tersebut
merupakan realisasi dari Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga semua hukum
dalam Islam bertujuan membuat efek jera, pembalasan, pembinaan, restorasi dan
penebusan dosa.

Agama Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu
dan menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang merupakan tujuan

dan utama dari syariat Islam. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin,

125ayyid Sabiq, Figih al-Sunnah, alih bahasa Moh Thalib, (Bandung: PT. Al-Maarif,
1987), Jilid. 10, h. 10
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akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban, kelima kebutuhanhidup yang primer
ini (dharuriyyah), yaitu agama, akal, keturunan, harta, jiwa. Dalam hukum Islam
disebut magasid syari’ah.'*®

Imam Ghazali menerangkan seperti yang dikutip oleh Muhammad Abu
Zahra bahwa memelihara kelima maslahat tersebut termasuk kedalam tingkatan
dharGriyyah. Dalam menjaga kemaslahtan ini maka syariat telah menetapkan

hukumannya bagi setiap orang yang melanggarnya, salah satucontohnya hukuman

haddyang diberikan kepada peminum khamr atau obat-obatan terlarang yang

33ecara etimologis magasid al-syari’ah tersusun dari dua kata, magasid dan syari’ah.
Magasid adalah bentuk jamak dari kata gasd, () w=ld 58 lusl aady aal yang berarti ‘bermaksud’,

‘menuju suatu tujuan’, ‘tengah-tengah’, ‘adil’ dan tidak melampaui batas. Lihat: Fayruz Abadi, al-
Qamus al-Mubhith, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), h. 396 Pemaknaan ini sejalan dengan
potongan ayat dalam surat Lugman, ayat 19: <lis 8 aads(dan sederhanakanlah kamu dalam
berjalan).Taha ‘Abd Rahman mengatakan bahwa kata magasid memiliki tiga makna, yaitu: (1).
) 58l J sas‘mendapatkan manfaat’; (2). olsil e z 50805 42 5l Jsias ‘semakin menjauh dari sifat
lupa’; dan (3). g sosiall Selll old g mnall - 41 J e~ ‘menuju tujuan yang benar dengan menjalankan
apa yang disyari’atkan. Lihat: Taha ‘Abd Rahman, Tajdid al-Manhaj fi Tagwim al-Turath, (Beirut:
al-Markazal-Thagafi al-‘Arabi, 1994), h. 98.

Sedangkan Ibn Manzur (w. 711H/1317 M) mengartikan gasd dengan (s skl Aalagiv) sasll
ieYl s‘konsisten dan berpegang teguh pada jalan’. Lihat: Ibn Muanzur, Lisan al- ‘Arab, (Beirut:
dar Sadir, t,th), vol.3, h. 353. Dari berbagai definisi kebahasaan yang beragam di atas, apa yang
dikehendaki oleh para magasidiyyun dengan kata al-maqasid adalah <s2¢li(arah),4&l! (tujuan akhir),
“alsuYl(tetap/konsisten), Jall (adil), Jlxe ) (sikap pertengahan), d=dll & 4l a (sesuatu yang ditinjau
di balik perbuatan), 4 3 alSa¥) (e Llali(tujuan dari hukum hukum Islam). Lihat:Muhammad al-
Tahir Ibn Ashur, Maqasid al-Shari’ah al-1slamiyyah, ed. Muhammad Tahir al-Misawi, (Kuala
Lumpur: al-Fajr, 2001), h. 183.

Sedangkan unsur kedua adalah kata syari’ah. Kata ini berasal dari § s se,le 5,5 2,5 5

yang berarti ‘jalan menuu mata air’, kebiasaan atau sunnah, ‘Jalan’, secara etimologi berarti al-
tarigah, yaitu jalan yang ditempuh menuju sumber air untuk diminum. Menurut ‘Izz al-Din Ibn
‘Abd al-Salam (w. 660 H/1209 M) secara terminologis, kata al-syari’ah dimaknai geiall (& :3ay il

Al Lalaiall AV 5 ) 505 ool bl lia )} 53 aivadl “jalan yang lurus dan aturan hukum yang diridhai
Allah bagi hamba-Nya’. Lihat: Bin Zaghibah ‘Izz al-Din, Al-Maqasid al- ‘Ammah li al-Shari’ah al-
Islamiyyah, (Kairo: Dar al-Safwah, 1996), h. 39 . Syari’ah juga diartikan ‘menuju ke arah sumber
pokok keadilan’. Lihat:Luis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-4 'lam, (Beirut: Dar al-Mashriq,
1986), h. 632. Al-Raysuni mengatakan bahwa syari’ah bermakna ‘ketentuan hukum Islam yang
bersifat praktis dalam bentuk konsepsi akidah, legislasi, akhlak, maupun muamalah’.Lihat:Abd al-
Wahhab Khalaf, ‘llm Ushul al-Figh, (Kairo; Dar al-Quwaytiyyah, 1968), h. 32. Dalam konteks
fikih, syari’ah diartikan ‘hukum-hukum yang disyari’atkan Allah untuk hamba-Nya baik berupa
ketentuan yang bersumber dari al-Qur’an atau Sunnah’. Lihat: QS. 42:13, QS. 45: 18, Lihat juga
penjelasan yang diberikan oleh Fazlur Rahman, Islam, (Chicago: University of Chicago, 1979), h.
108
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dapat merusak jiwa dan akal manusia. Memelihara akal dan jiwa itu termasuk
kedalam tingkat dhar(riyyah yang harus dijaga.™*

Dari penjelasan diatas bahwasanya agama Islam melalui tujuan
hukumnya sangat menganjurkan untuk berbuat kebaikan dan melarang untuk
melakukan kejahatan agar umat Islam tidak menjadi orang yang fasiq.'**Karena
orang yang fasiq adalah orang yang menyimpang dari kebenaran, melakukan
perbuatan maksiat, atau melakukan dosa besar seperti halnya melakukam
kejahatan penyalahgunaan narkoba dan sangat dianjurkan
untukmenanggulanginya atau mencegahnya.

Magasid syari’ahyang merupakan tujuan dari hukum Islam, sangat
memperhatikan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam Islam
apapun bentuk dan jenisnya yang dapat merusak kemaslahatan baik dalam diri
manusia individual dan masayarakat luas, maka diharamkan narkoba yang
merupakan jenis zat yang dapat mengancam eksistensi akal dan membahayakan
manusia baik perseorangan ataupun masyarakat luas.

Memelihara akal dan jiwa itu termasuk ke dalam tingkatan dharuriyyah
yang harus dijaga.Sebagai salah satu magasid, hifzh al-nafs berarti menyediakan
segala hal yang membuat diri manusia kuat dan eksis serta menolak segala hal
yang membuat diri manusia lemah dan punah. Hifzh al-nafs hendak menjadikan

diri manusia berada dalam keadaan seideal mungkinyang menjadikannya mampu

"Muhammad Abu Zahra, Usil Figh, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2010), cet, 12,h 554
5Tim PenulisIAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia, (Jakarta:
Penerbit Djambatan, 1992),h. 243
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menjalankan tugasnya. Cukup banyak ayat yang memperkuathifzh al-nafs. Namun

ayat-ayat itu dapat disimpulkan dalam QS. al-Bagarah 195:

Terjemahannya: ...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke
dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesunguhnya
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.'*®

“Diri manusia” adalah hakikat dirinya yang mencakup sisi materi yakni
jasmani, dan sisimaknawi yakni ruh. Hifzh al-nafs tertuju pada diri manusia
dengan dua sisinya itu, agar merekasanggup menjalankan titah khilafah. Tugas
khilafah menuntut totalitas diri manusia; jasad danruhnya, jasmani dan ruhaninya.
Maka hifzh al-nafs harus meliputi dua sisi tersebut, yaitu segalaupaya yang
menjadikan manusia kuat seutuhnya; materil dan maknawi, jasad dan ruh,
jasmanidan ruhani.

Dengan akal manusia mengenal Tuhan, karena melaluiakal itulah Tuhan
menyeru dan memberi titah kepada mereka. Tanpa akal manusia turun
martabatnya ke level lebih rendah dari binatang. Tanpa kendali akal akan muncul
dari manusia beragam rupa kejelekan, dosa, kejahatan, dan kenistaan, bahkan
yang tidak pernah mucul dari binatang sekali pun. Karena akal merupakan
anugerah Tuhan paling berharga bagi manusia, maka Tuhan menyuruh mereka
melakukan segala yang dapat menjamin keselamatan dan perkembangan akal

seperti memupuk diri dengan ilmu-pengetahuan, dan di saat sama melarang

mereka melakukan segala yang merusak akal atau memperlemah kekuatan dan

118 Departemen Agama, op cit, h. 30
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potensinya seperti mengkonsumi minuman memabukkan (khamr) dan narkoba
(mukhaddirat).

Sejauh ini  hifzh al-‘agl selalu dikaitkan dengan keharaman
mengkonsumsi khamr dan semacamnya yang menimbulkan kerusakan akal serta
kebobrokkan masyarakat. Singkat kata, untuk memelihara akal maka langkah
yang harus dilakukan adalah menghancurkan segala sesuatu yang memabukkan,
mencegah orang meminumnya, dan menghukum orang meminumnya.

Pengembangan hifzh al-‘agl perlu dilakukan di antaranya dengan
menelusuri pesan-moral al-Qur’an tentang akal lewat kajian atas ayat-ayat yang
mengintrodusir term akal dengan segala bentuk dan penekanan maknanya. Sekilas
dapat dikatakan di sini bahwa makna hifzh al-‘aql selain memelihara akal dari
muskirat dan mukhadirat, juga menjadikannya pengarah, pemandu, dan
pengendali bagi rasionalitas (‘aglaniyah). Dari sini, hifzh al-’aq/ lebih mengarah
pada keharusan memfungsikan akal-sehat dalam segala sikap, laku dan ucapan.
Termasuk dalam kerangka makna ini, menjauhi segala perilaku yang bertolak
belakang dengan tuntutan ‘aqlaniyah seperti tindakan bodoh yang menihilkan
peran akal-sehat (jahiliyah), fanatisme kebangsaan (‘asabiyah), fanatisme
golongan (¢a’ifiyah), dan fanatisme kesukuan( ‘irgiyah).

Di antara karaktersitik al-Qur’an paling menonjol adalah seruan dan
apresiasianya terhadap akal. Al-Qur’an terbukti telah menyeru, baik langsung atau
pun tidak langsung, implisit maupun eksplisit, secara global atau pun terperinci,
untuk menghargai akal dan menjadikannya sebagairujukan penting. Sedemikian

intensifnya seruan al-Qur’an sehingga ia mengulang-ulang seruanitu, hal mana
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menunjukkan betapa akal dalam pandangan al-Qur’an memiliki kedudukantinggi
dan mulia.

Dalam rangka menegaskan kedudukan akal tersebut, al-Qur’an
menggunakanbermacam term yang memiliki makna serupa atau menunjuk
padanya, seperti tafakkur, qalb, fi’ad, lubb, nazar, ‘ilm, tadhakkur, rushd,
hikmabh, figh, ra’y, dan term-term lain yang maknanyaberkisar seputar fungsi akal
dengan berbagai keragaman makna serta cakupannya.

Dari penelusuran terhadap ayat-ayat nazr misalnya, diperoleh kesimpulan
bahwa al-Qur’anmenyeru manusia untuk menggunakan penalaran, yaitu proses
berpikir logis dan sistematisuntuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan.
Nazr yang dikehendaki ayat-ayatnazr bukan sekadar melihat sesuatu tanpa
melibatkan rasa dan pikiran, melainkan pengamatanberkesadaran dan bertujuan,
yakni menangkap hakikat di balik apa yang diamati. Pada banyak tempat dan
dalam hampir semua surat al-Qur’an menyeru untukmemfungsikan akal, dan
menggunakannya agar sampai pada keimanan akan keagunganserta keesaan
Allah.

Dari penelitian terhadap ayat-ayat ‘ag/ diperoleh kesimpulan bahwa
akalyang sehat adalah akal yang dapat membawa pemiliknya mengikuti jalan
Tuhan, danbarangsiapa mengikuti jalan Tuhan maka ia telah menelusuri jalan
surga. Seruan penggunaanakal dalam al-Qur’an semakin kuat dengan adanya kata-
kata lain yang semakna dengan akalseperti lubb, fu’ad, hijr dan lainnya yang juga

diperintah untuk difungsikan.
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Sementara itu, dari kajian atas ayat-ayat tafakkur diperoleh kesimpulan
bahwa objekyang harus menjadi fokus pemikiran manusia mencakup banyak hal;
mulai dari hal-hal yangmenyangkut diri manusia sendiri, penciptaan semesta,
pribadi Nabi Muhammad SAW, kedudukan al-Qur‘an, hukum, bahkan makhluk
lain seperti binatang.Demikian, nazr, ‘ag/ dan fikr adalah tiga dari banyak term
yang digunakan ketika menyerudan menyentuh akal, pikiran dan nalar manusia,
agar mereka menggunakannya dalammemandang, memahami dan meyakini
sesuatu, tidak terkecuali dalam urusan keimanan.

Berangkat dari semangat maslahah untuk kehidupan dan perkembangan
manusia ke arah yang lebihbaik, ada maslahah yang bersifat usul (pokok,
fundamental, dan dasar) dan ada maslahah yang bersifat wasail (sarana, alat, atau
wasilah). Operasional dari maslahah yang bersifat wasail diproyeksikan untuk
bisa mencapai maslahah yang bersifat usul (pokok). Berangkat dari kedua
komponen penting inilah, para magasidiyyun membagi maslahah menjadi dua,
yakni: (1) magasid al-usul (tujuan yang bersifat dasar dan fundamental) dan (2)

magasid al-wasail (tujuan yang bersifat sarana).

Pertama, magasid al-usul adalah tujuan dasar yang ingin dicapai oleh
ketentuan hukum Islam itu sendiri, yaitu berupa al-dharuriyyah al-khams yang
meliputi hifzh al-din (menjaga agama), hifzh al-nafs (menjaga jiwa), hifzh al- ‘ag/
(menjaga akal), hifzh al-nasl (menjaga keturunan), hifzh al-mal (menjaga harta).
Di samping itu, ada juga prinsip-prinsip dasar yang secara otomatis menempel

pada hukum Islam itu sendiri, seperti keadilan (al-‘adalah), kebebasan (al-
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hurriyyah), persamaan derajat (al-musawah), kebijaksanaan (al-hikmah), dan

kebaikan untuk manusia (masalih al-ibad).

Kedua, maqasid al-wasail adalah berupa sarana untuk mencapai tujuan
yang bersifat dasar atau fundamental (magasid al-usul). Imam al-Shatibi
mengistilahkan poin kedua ini dengan magqasid al-zabi’i, yaitu untuk mencapai
tujuan yang bersifat dasar (magasid al-usul), maka harus melalui sarana tertentu

dan sarana yang dimaksud adalah magasid al-wasail.**

Ibn ‘Ashur secara tegas membedakan antara maqgasid dan
wasail.Magasid menurutnya, adalah suatu tujuan yang hendak dicapai oleh
mukallaf bisa dalam bentuk maslahah atau mafsadah, sedangkan wasail adalah
suatu ketentuan hukum yang menjadi cara atau jalan untuk sampai pada maqasid
yang dikehendaki. Semakin baik sarana menuju maksud yang ingin dituju
tentunya semakin baik pula magasid yang dikehendaki itu, dan semakin buruk
sarana menuju maksud berarti semakin buruk pula magasid yang dikehendaki

itu.!'®

Sependapat dengan Ibn ‘Ashur, Nur al-Din Mukhtar al-Khadimi

memberikan uraian secara detail bahwa ada dua karakter utama wasail, pertama

adalah:  Juy oy ol ey <ot (bersifat permanen dan tidak berubah dengan

berubahnya waktu, tempat dan kondisi). Seperti, shalat Jum’at di Masjid dan
ibadah haji di Makkah. Keduanya adalah contoh wasail yang bersifat permanen.

Artinya, kedua ibadah itu tidak bisa dilakukan sekedar melalui mendengarkan

17 < Abd al-Majid al-Najjar, op cit, h. 45-46
118 Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur, op cit, h. 415
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radio atau berhaji melalui televisi. Karakter kedua adalah: Ji>Y¥1 s 8 >y i
sy 2l O34 B3, (elastis dan dinamis sesuai dengan perubahan situasi dan

kondisi), seperti ibadah ghairu mahdah.'*® Hasan Hanafi, seorang pengagum
pemikiran al-Shatibi, menulis dalam bukunya Min al-Nas ila al-Waqi’ sebagai

berikut:

M Bl y Vg Loy Dy dolin D | 5088 Jslo 15 L& 1A s Wal) L 5o g g olin dmy il
Goll) pp degat A ad g S e 1as oy Gl Ous g sl ey i)l Lol
S OOV et s L Ly st lall g ol p LYY OBy il ) dalall
Sl O3Vl Ol Bsad ALl O o grid) B it AWl OV 0L G sad
i gtas 3 OLIYI L) o)

Syari’ah adalah tujuan dan sarana. Tujuan adalah bagi dirinya sendiri,
sedangkan sarana adalah untuk mencapai tujuan itu. Maka tidak ada tujuan
tanpa sarana dan tidak ada sarana tanpa tujuan. Syari’ah pasti memliki
tujuan dan sarana yang bisa dicapai melalui penelitian (dan penelusuran)
bukan justru memaksa dan membelenggu manusia untuk menjalankannya.
Syari’ah mengandung nilai-nilai universal yang pasti sesuai dengan
beragam agama, mazhab, golongan dan keyakinan. Dalam konteks sosial, ia
akan selalu mengakomodir antara azazi manusia dan hak azazi bangsa-

bangsa, dan termasuk antara hak-hak dasar manusia dan kewajiban serta
tanggungjawab manusia secara individu.*?

Dengan bahasa yang lebih lugas, al-Qarafi (w. 684 H/1285 M)
menjelaskan bahwa motif hukum (mawrid al-ahkam) berkisar pada magasid dan
wasail, di mana wasail baik haram maupun halal tetap didasarkan pada magasid.

la mengatakan:

23 Flr s Ll (3 sl y Flacd deiasll g dolis ipand e a5 550y
iy il W Wy e el cablle (S Sy L) 2zill B )

119 Nur al-Din Mukhtar al-Khadimi, op cit, h. 44
120 Hasan Hanafi, Min al-Nass lla al-Wagi’, (t.t: Kutub Arabiyyah, t.th), h. 486
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e o Jay Wy e e Loz L Ly e sl (Ul 1y LeaS aslald

i o)
Maksud hukum terbagi menjadi dua: (1) magasid yang mengandung
maslahah dan mafsadah pada dirinya sendiri; dan (2) wasail yakni berbagai
cara untuk sampai kepada magasid dalam bentuk hukum-hukum halal dan
haram, bahkan sampai tingkatan maqasid terendah sekalipun. Sarana untuk
mencapai tujuan tertinggi adalah sarana yang terbaik. Sarana untuk

mencapai tujuan yang sedang adalah sarana yang bernilai sedang. Begitu
juga sarana untuk mencapai tujuan yang baik adalah sarana yang baik.**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika, secara sederhana dapat diketahui bahwa ketika seseorang
menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri, sudah barang tentu sebelumnya telah
terjadi suatu perbuatan yang terkait dengan sumber barang yang diperolehnya
tersebut. Secara umum hal ini biasanya terjadi diawali ketika adanya pengaruh
konflik internal maupun keadaan eksternal pelaku sehingga dia menerima tawaran
barang haram tersebut dalam rangka penenangan diri untuk sesaat atau bahkan
hanya untuk coba-coba, sehingga pada suatu waktu tertentu ketika pengguna
sudah berada pada posisi yang kecanduan akibat dari zat tersebut maka
sipengguna biasanya juga akan mencari sendiri atau membeli zat nakotika tersebut

untuk dapat dikonsumsi.

Secara psikologis terbukti bahwa pelaku penyalahguna narkoba
mempunyai efek ketegantungan yang berkesinambungan. Sehingga proses
hukuman pidana penjara yang menghentikan secara langsung kegiatan

penyalahguna narkoba tersebut akan menimbulkan efek yang tidak baik.

121 Khali Mansur Ahmad Ibn Idris al-Qarafi, Al-Furuq wa Anwar al-Burug fi ‘Anwa’ al-
Furug, (t.t: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 22
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Ditakutkan bisa menyebabkan kematian, solusi terbaik adalah pemidanaan

penyalahguna narkoba adalah rehabilitasi.

Melihat realita yang terjadi saat ini, penulis berpendapat bahwa prilaku
penyalahguna narkoba sepenuhnya menyalahi hukum yang ada baik dari hukum
positif maupun hukum Islam. Mereka melanggar hukum negara maupun hukum
Islam yang ada. Tetapi, proses pemberian hukuman bagi penyalahguna narkoba
tidak bisa secara langsung dikenakan hukuman berat, secara langsung berupa
pidana penjara. Hal ini disimpulkan berdasarkan teori psikologi tentang pola
penanganan pecandu atau penyalahguna narkoba serta teori magasid syariah.

Secara hukum positif, prilaku penyalahguna narkoba secara
psikologisbukanlah sebuah prilaku yang bisa dihentikan secara langsung.
Pecandunarkotika adalah orang yang menggunakan narkoba dalam
ketergantungan,baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan ketergantungan
narkoba adalahkondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan secara
terusmenerus dengan takaran yang cendrung meningkat.

Apabila penggunanyadikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, maka
akan menimbulkan gejalafisik dan psikis yang khas. Teori psikologi diatas sudah
menjelaskan bahwaadiksi dalam penyalahguna narkoba, akan berbahaya jika
dihentikan secaralangsung.Akan tetapi, untuk menanganinya dibutuhkan proses
rehabilitasisecara bertahap agar pelaku penyalahguna bisa lepas dari
ketergantungan.

Dalam teori maqgasid syariah juga menjelaskan hal yang sama,

dimanaefek langsung dari penggunaan narkoba adalah merusak kesehatan
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secarafisik dan akal, serta berpotensi menghilangkan kepercayaan akan agama
dankehilangan harta benda yang dikarenakan sifat ketergantungan
terhadapnarkoba. Aspek maqasid syariah adalah menjamin,
memberikanperlindungan dan melestarikan kemaslahatan manusia. Dalam
tingkatan yangpertama yaitu Dharuriyah (keniscayaan) memiliki 5 (lima) poin
utama: hifzh al-din(melindungi agama), hifzh al-nafs(melindungi jiwa-raga), hifzh
al-aql (melindungiakal) dan hifzh al-mal(melindungi harta), hifzh al-nasl
(melindungi keturunan).

Dharuriyah dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia
sendiri,karena dharuryiah adalah tujuan dibalik hukum Ilahi. Hal ini sesuai dengan
tujuanrehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkoba, yaitu untuk memperbaiki
kerusakanyang disebabkan oleh pemakaian narkoba. Tujuannya adalah
menyehatkan kembalisecara fisik sesuai dengan hifzh an-nafs, mengembalikan
kesehatan akal sesuaidengan hifzh al-agl. Rehabilitasi juga bisa menggunakan
pendekatan secara agamasehingga melaksanakan hifz al-din. Setelah selesai
proses rehabilitasi dan pelakusudah kembali kedalam kehidupan yang semestinya
maka telah terjadi upaya hifz al-maldan hifz an-nasl.

Dengan demikian untuk mencapai maqasid syari’ah, terpeliharanya akal
dari pengaruh penyalahgunaan narkoba, maka rehabilitasi yang paling tepat untuk
penanggulangan  penyalahgunaan narkoba, sehingga tidak ada lagi
penyalahgunaan narkoba.

Terkait dengan wasail (sarana) dalam penanggulangan penyalahgunaan

narkobadan tercapainya maqasid syari’ah. Indonesiasudah mempunyai ketentuan
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hukum yang menjadi cara atau jalan untuk sampai pada magasid yang
dikehendaki.Dalam konteks UU no. 35/2009 tentang Narkotika bagian kedua
tentang Rehabilitasi dinyatakan sebagai berikut: a. Pasal 54 Pecandu Narkotika
dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial. b. Pasal 127 ayat 2 UU no. 35/2009 tentang Narkotika, intinya
menegaskan bahwa “Dalam memutus perkara sebagaimana di maksud pada ayat
1 hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54,
pasal 55 dan pasal 103, dan pasal 127 ayat 3. Dalam hal Penyalah Guna
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai
korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selain  Undang-undang  Narkotika sudah  mengatur tentang
rehabilitasi,pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam
Lembaga Rehabilitasi, untuk selanjutnya disingkat sebagai SEMA No. 4 Tahun
2010, yang menjadi panduan bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan
rehabilitasi. SEMA No. 4 Tahun 2010 menyebutkan lima syarat untuk
mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu: 1) terdakwa ditangkap dalam kondisi
tertangkap tangan; 2) pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti
pemakaian satu hari (terlampir dalam SEMA); 3) surat uji laboratorium positif
menggunakan narkotika; 4) surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater; dan 5)

tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Ada juga peraturan
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pemerintah, diantaranya adalah: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25/
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, yang intinya
menempatkan pecandu narkotika di tempatkan ke rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial.

Magasid syari’ah, dilihat dari segi tujuannya dapat dibedakan menjadi
dua yaitu: tujuan ashliyyah dan tujuan tabi’iyyah. Tujuan ashliyyah merupakan
tujuan pertama yang dikehenaki oleh Allah Swt, sehingga tidak diragukan lagi
bahwa tujuan dasar itu mengandung kemaslahatan yang lebih besar dari
kemaslahatan lainnya.'* Terkait dengan tujuan ashliyyah ini. Al-Syatibi (w.790
H.) berpendapat, bahwa tujuan ini harus diperhatikan benar oleh manusia, karena
ia bersifat primer dan dipandang sebagai sesuatu yang imperatif dalam agama.
Kemaslahatan yang dikandungnya bersifat umum dan mutlak serta tidak dibatasi

oleh situasi, bentuk dan zaman tertentu.!?

Sedangkan  tujuan
tabi’iyyah,merupakan tujuan yang memberikan pelayanan sebagai pengikut atau
mengiringi tujuan ashliyyah. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tujuan
tabi’iyyah ini berfungsi sebagai penghubung dan pelengkap tujuan ashliyyah.124
Al-Syatibi, memandang bahwa tujuan tabi’iyyah secara khusus merupakan tujuan
yang mempertimbangkan atau memperhatikan kebahagian atau kesenangan
manusia.

Tujuan ashliyyah dari hudud sebagai sanksi terhadap peminum khamr

atau penyalahgunaan narkoba adalah untuk mendidik dan menimbulkan efek jera

122 Musfir ibn Ali ibn Muhammad al-Qahtan (selanjutnya disebut al-Qahtani). Manhaj
Istinbath Ahkam al-Nawazil al-Fighiyyah al-Mu assirah, (Jeddah: Dar al-Andalusi al-Khadra’.,
2003), h. 548

123 Al-Syatibi, op. cit, h. 120

124 Al-Qahtani,, op. cit



329

terhadap pelakunya, agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sementara tujuan
tabi’iyyah sebagai pencegahan terhadap orang lain agar tidak melakukan tindakan
yang sama.Aspek rehabilitasi pelaku juga ditujukan untuk mencegah pelakunya
mengulangi kejahatannya dan membawa kembali ke jalan yang lurus.

Asas kemanfaatan hukum dipandang tepat sebagai pisau analisis dalam
pelaksanaan rehabilitasi. Teori kemanfaatan (Utilitarisme)dipelopori oleh Jeremy
Bentham (1748-1832). Bagi Jeremy Bentham, hukum barulah dapat diakui
sebagai hukum, jika memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap
sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini dikemukakan oleh Bentham dalam
karyanya Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789), yang
bunyinya adalah the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang
sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).*?®

Bahwa tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan
kebahagiaan bagi masyarakat. Teori kemanfaatan ini menggambarkan tentang apa
yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang rasional dalam mengambil
keputusan dalam hidup ini. Hal ini dapat dipahami dari alasan diberikannya
alternatif sanksi tindakan yakni rehabilitasi, sebagai sanksi yang tepat untuk
mencegah dan memulihkan para penyalah guna dan pecandu narkoba.

Sebagaimana diungkapkan pada teori kemanfaatan sebagai acuan analisis
aplikasi kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan rehabilitasi medis dan
sosial “menitiktekankan pada UU atau kebijakan hukum pidana seyogianya

memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dalam kehidupan”. Acuan teori

2Achmad  Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence), (Jakarta: Kencana, 2009), h.76
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tersebut jika dikaitkan kepada tujuan hukum yakni:keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum,'*®sepantasnya dalam memformulasikan kebijakan guna lebih
efektif dan efisien sangat diperlukan keterpaduan antar institusi dari pihak aparat
penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan pihak BNN) dengan pihak eksekutif
yakni Kementrian Sosial RI sebagai penanggung jawab pelaksana panti
rehabilitasi."”’

Rangkaian lain dari Teori Pencegahan dari Peter Hoefnagels, antara
penyusunan regulasi kebijakan hukum pidana dengan pelayanan melalui sarana
panti rehabilitasi terhadap para pencadu cukup singkron dalam pendukung peran
dan fungsi dari tanggung jawab pemerintah. Hanya saja jika dikaitkan dengan
ketentuan kewenangan dari hakim yang menagani perkara pecandu narkoba
sedikit berbeda dan bahkan komunikasi belum terbangun secara maksimal guna
kemaksimalan dalam pencapaian kebijakan yang telah disahkan.

Pelaksanaan rehabilitasi untuk para pecandu narkoba perlu mendapatkan
prioritas penyembuhan, yang cukup membantu menemukan sumber-sumber atau
sebab-sebab yang dapat menimbulkan prilaku menyimpang dari para pecandu
narkoba. Sebagaimana ungkapan Bimo Walgito yang dikemukakan secara tidak
langsung oleh Abintoro Prakoso*?®ungkapan pihak medis menyatakan lebih baik
mencegah dari pada mengobati. Tujuan rehabilitasi adalah refungsionalisasi

secara fisik, sosial, keterampilan dan sebagainya.

%Achmad  Ali, Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan
Sosiologis),(Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002), h. 83

127) jhat SEMA No. 4 Tahun 2010, point 2 dan 3.

128 Abintoro Prakoso, “Kriminologi & Hukum Pidana”,(Laksbang Grafika, 2013), h 207.
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Kebijakan rehabilitasi sosial bagi para pecandu narkotika menggunakan
metode therapeutic community, dengan suatu metode social group work. Hal itu
ditujukan bagi korban penyalahgunaan narkoba, yang membawa prinsip
“menolong orang lain untuk menolong dirinya sendiri”.Pelaksanaan metode
therapeutic community menekankan pada pemangkasan perilaku pengguna,
dengan menjalankan kegiatan individu dan kelompok yang dikondisikan, di dalam
pusat rehabilitasi, pecandu narkoba mendapatkan perawatan khusus.

Menurut penulis, terkait dengan pecandu maupun korban penyalahguna
narkoba kalau hanya memperoleh sanksi rehabilitasi, tentu tidak serta merta
memberi efek jera terhadap sipelaku pengguna narkoba, dan menghalangi orang
lain untuk melakukan kejahatan yang sama, karena rehabilitasi sebagai upaya
pemulihan atau pengobatan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun
korban penyalahguna narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas
sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan
wajar. Dengan demikian belum sepenuhnya tercapai tujuan penjatuhan pidana
menurut hukum Islam dan hukum positif adalah untuk mencegah, memperbaiki,
mendidik serta menjadikan seseorang merasa jera dan tidak mengulangi lagi
perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta
menjauhkan diri dari lingkungan yang melawan hukum.

Untuk menghadirkan efek jera bagi penyalahguna narkoba tidak hanya
berupa rehabilitasi akan tetapi lebih efektif lagi jika disertai sanksi sosial. Sanksi
sosial ataupun pengawasan sosial/social control sebagai suatu proses pembatasan

tindakan yang bertujuan untuk mengajak, memberi teladan, membimbing, atau
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memaksa setiap anggota masyarakat agar tunduk pada norma-norma sosial yang
berlaku.'®® Menurut Abu Ahmadi sanksi sosial adalah suatu proses baik yang
direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak,
membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat, agar mematuhi nilai-nilai
dan kaidah-kaidah yang berlaku.™*

Sanksi sosial dan Kkerja sosial bagi orang yang terlibat dalam
penyalahguna narkoba, dapat diberikan dalam bentuk apapun. Misalnya: (1).
Masyarakat dan tokoh masyarakat di Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli
Selatan memberikan sanksi sosial bagi orang yang memiliki narkoba, sanksi
tersebut berupa pengucilan dari masyarakat bagi setiap orang yang kedapatan
memiliki narkoba;*** (2). Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Kapolri), sanksi sosial bagi penyalahguna narkob'a di Indonesia diberikan dengan
cara jika tersangka sudah tertangkap tangan dan barang bukti berada padanya,
maka wajib untuk diperkenalkan tanpa mengenakan tutup wajah;(3). Menyapu
jalan dengan atribut yang jelas sehingga orang tahu bahwa ia penyalahgunaan
narkoba; (4). Menjadi pasukan kuning dengan mengambil sampah rumah tangga
setiap hari; (5). Membersihkan got-got di pinggir jalan.**®

Bentuk hukuman sanksi sosial dan kerja sosial memang belum diatur

dalam peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini, sehingga perlu diatur

123 Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Tiori dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994),
h. 61

130 Abu Ahmadi, Sosiologi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1985), h. 58

L Juraidi dalam artikel berjudul: “Sanksi Sosial bagi Pengguna Narkoba tanggal 12
Mei 2016 http:// antarasumut.com/berita/158031/sanksi-sosial-bagi-penggena-narkoba diakses 13
Juli 2017

32\/kar Sammana dalam artikel berjudul: Selain Pidana, Kapolri Berikan Sanksi Sosial
Bagi Penyalahguna Narkoba, http://news.rakyatku,.com/read/18425//selain-pidana-kapokri-
berikan—sanksi-bagi-penyalahguna-narkoba diakses 13 Juli 2017
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dengan tegas, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait
dalam hal ini. Namun konsep tersebut, telah digagas dalam Rancangan KUHP
yang baru. Adapun maksud pembentukan hukuman/pidana kerja sosial adalah
sebagai alternatif perampasan kemerdekaan jangka pendek (short prison sentence)
yang akan dijatuhkan oleh hakim, hukuman kerja sosial tersebut dapat membantu
untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, di samping untuk menghindari efek
destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. Masyarakat dapat berinteraksi
dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan
sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.**®

Pertimbangan dijatunhkannya pidana/hukuman kerja sosial adalah (a).
pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan; (b). usia layak kerja
terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; (). persetujuan
terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan
dengan pidana kerja sosial; (d). riwayat sosial terdakwa; (e). perlindungan
keselamatan kerja terdakwa; (f). keyakinan agama dan politik terdakwa; (g).
kemampuan terdakwa membayar pidana denda.***

Dalam pelaksanaannya, pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan
dan dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama: (a). 240 (dua ratus
empat puluh) jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke

atas; dan (b). 120 (seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18

(delapan belas) tahun.*®

133 Naskah akademik Rancangan Kitab Undang undang Hukum Pidana h.176
134pp:

Ibid. 187
331bid
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Penerapan sanksi sosial bagi penyalahguna narkoba jika di lihat dari
aspek tujuan pemidanaan dalam Islam adalah (1). Pembalasan yaitu sebagai
bentuk tanggung jawab atas perbuatan penyalahgunaan narkoba yang telah
dilakukan dan menodai kehormatan masyarakat. (2). Pencegahan yaitu menahan
orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba agar ia tidak mengulangi
perbuatannya atau terus menerus melakukan perbuatan tersebut, karena memiliki
efek jera terhadap pelaku, dan menghalangi orang lain agar tidak melakukan
perbuatan yang sama. (3). Perbaikan yaitu mendidik pelaku penyalahgunaan
narkoba agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini
terlihat bagaimana perhatian syari’at Islam terhadap pelaku, dengan adanya
hukuman ini diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia
menjauhi penyalahgunaan narkoba bukan karena takut akan hukuman, melainkan
karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap narkoba serta dengan harapan
mendapat ridha Allah.

Jika ditinjau dari aspek zawajir maka sanksi sosial mengandung unsur
pendidikan baik terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba maupun terhadap orang
lain. Bagi pelaku penyalahgunaan narkoba sanksi sosial dapat membuat jera,
sehingga dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi orang lain
sebagai peringatan agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Sehingga
dengan sanksi sosial tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku
karena pelaksanaan hukumannya dilakukan di tempat umum. Sebagaiman dalam

ayat berikut:
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Terjemahannya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina,
Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus
dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan
hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan
oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.(QS. al-
Nur:2)*3
Dari ayat di atas secara substansial menunjukan bahwa yang dikehendaki
syara’ pelaksanaan suatu hukuman harus dilakukan di depan umum, agar
memberikan efek jera dan membuat rasa malu terhadap si pelaku atau terhadap

orang yang berbuat salah.

Pelaksanan sanksi sosial didepan umum dimaksudkan sebagai upaya
preventif dan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak
menimbulkanresiko pada keluarganya. Jenis sanksi sosialjuga menjadikan biaya
yang harus ditanggungoleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis
hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP yang berlaku
sekarangini.Pelaksanaan di depan publikmenunjukkan adanya motif filosofis
untuk  mempermalukan pelaku atas perbuatan pelanggaran  hukum
yangdilakukannya, dan dengan kesediannya  menjalani eksekusi

hukumanmemungkinkannya memperoleh  jalan terhormatbaginya untuk

3¢ Departemen Agama RI, op cit, h. 350
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berintergrasi  kembali ke dalammasyarakat tanpa kekhawatiran adanya

stigmakriminal.

Menurut penulis, sanksi sosial penting untuk diterapkan karena
pendekatan hukum positif berupa hukuman penjara terhadap penyalahgunaan
narkoba terbukti belum efektif untuk membuat jera pelaku penyahgunaan
narkoba, bahkan saat ini transaksi jual beli narkoba banyak dikendalikan di dalam
penjara, maka pelaku penyalahguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi
tidak terbebas dari sanksi begitu saja, akan tetapi untuk lebih efektif harus

menjalani sanksi sosial

Aspek manfaat ancaman sanksi sosial dimaksudkan sebagai upaya
memberi kesadaran pada pelaku dan segaligus menjadi peringatan bagi
masyarakat agar tidak melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba, di samping
itu sanksi sosial sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga sipelaku akan
menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk
memposisikan diri dalamtaubatannasuha. Menurut ajaran Islam, taubat merupakan
satu-satunya cara bagi manusia untuk membersihkan diri dari berbagai bentuk
kesalahan dan dosa dan melepaskannya dari kecemasan yang mengguncangkan

jiwa.Sebagaimana firman Allah dalam surat al-An’am ayat 54:

}w;,/ }w;/
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Terjemahannya: Bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di
antara kamu lantaran kejahilan, kemudian dia bertaubat
setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan,
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.”’

Hukum syari’at merupakan penghormatan Allah kepada manusia dengan
memberikan kepada mereka kekebasan memilih antara pahala atau dosa. Tidak
hanya sebatas penetapan sanksi hukuman saja, Allah juga membukakan pintu
taubat bagi siapa saja yang mau bertaubat, sehingga tidak memutuskan harapan
orang yang pernah berbuat kesalahan, demikian juga untuk menjaga kehidupan

masyarakat. Semua ini merupakan rahmat Allah bagi masyarakat, dan juga rahmat

Allah bagi pelaku tindak kejahatan bila mau bertaubat.

Jahalah sendiri bukanlah jahil/bodoh, karena jahil adalah pengetahuan
manusia tentang sesuatu hukum, tapi bertentangan dengan fakta dan realita.
Memperbaiki sifat jahil ini adalah dengan cara membuang pemahaman yang salah
untuk digantikan dengan pemahaman yang sesuai dengan fakta yang ada.
Terkadang ada manusia yang beriman, namun masih juga melakukan tindakan
buruk untuk memenuhi hawa nafsunya, tanpa pernah memikirkan dampaknya di
masa yang akan datang. Seandainya dia memahami pahala dan sanksi, tentu dia

tidak akan pernah melakukan peruatan seperti itu.

Allah hanya menerima taubat orang yang melakukan kesalahan karena
ketidaktahuan dan orang-orang yang setelah melakukan kejahatan langsung

bertaubat. Kemudian taubat harus diikuti dengan islah/perbaikan, sehingga

37 Departemen Agama RI, op cit, h. 134
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kebaikannya akan menghilangkan perbuatan buruknya.***Berikutnya dalam surat

al-Nahl ayat 119:
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Terjemahannya: Kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-
orang Yyang mengerjakan kesalahan karena
kebodoahannya, kemudian mereka bertaubat
sesudah  itu dan  mereka  memperbaiki.
Sesungguhnya Tuhanmu sesudahnya benar-benar
Maha pengampun lagi Maha Penyayang.'*

Ini merupakan anjuran bagi para hamba untuk taubat kepada Allah dan
ajakan bagi mereka untuk kembali kepada Allah. Dia mengabarkan bahwa siapa
saja yang berbuat keburukan karena kebodohannya, maksudnya bodoh pada
akibat buruk yang akan dia petik, meskipun dia sengaja melakukannya, maka
sesungguhnya pasti ilmu yang ada di dalam hatinya berkurang saat berbuat dosa.
Bila dia bertaubat dan memperbaiki diri dengan meninggalkan dosa dan
menyesalinya serta memperbaiki amalnya, maka sesungguhnya Allah akan
mengampuninya dan merahmatinya serta menerima taubatnya dan

mengembalikan dirinya kepada keadaan semula atau lebih tinggi.**°

Kemudian, sesungguhnya Allah mengampuni dosa bagi orang-orang
yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Hai Muhammad terhadap

orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang buruk karena bodoh atau tidak tahu,

138 Muhammad Mutawalli Sya’rawi, Tafsir Sya’rawi, Penerjemah Zainal rifin dkk,
(Medan: Duta Azhar, 2006), Jilid 4, h. 276

9Departemen Agama RI, op cit, h. 281

10 Abdurrahman ibn Nashir al-Sa’di, Tafsir al-Qur’an, Penerjemah Muhammad Igbal,
(Jakarta: Dar al-Hag, 2012), cet II, h. 241
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kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Kemudian
mereka kembali kepada Allah dan membenahi perbuatan setelah kesalahan itu.
Sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,
Allah Maha luas ampunannya dan besar rahmatnya. Ayat ini menentramkan umat
manusia dan membuka pintu-pintu taubat.***Selanjutnya dalam hadis Rasulullah

SAW bersabda:
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Terjemahannya:Dari Ali ra. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:
orang yang berbuat dosa, lalu dijatuhi hukuman di
dunia, maka Allah lebih adil dari pada melipatgandakan
hukuman terhadap hamba-Nya. Dan orang Yyang
berbuat dosa di dunia, lalu Allah menutup dan
memaafkannya, maka Allah lebih mulia dari pada

memperkarakan kembali sesuatu yang sesungguhnya
telah dimaafkan-Nya. (HR Ahmad).*?

Dalam satu riwayat, ‘Ubadah ibn Samit mengatakan:
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Terjemahannya: Dari Ubadah ibn Samit, dia berkata: Kami bersama
Rasulullah SAW, dalam satu majelis, lalu beliau

1 Muhammad Ali al-Shabuni, Shafwatal-Tafasir, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), Jilid. I,
h. 180
142 Ahmad ibn Hanbal, op cit, Juz.I, h. 99
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bersabda: Berbai’atlah kalian kepadaku untuk tidak
mempersekutukan Allah dengan sesuatu, tidak akan
berzina, tidak akan mencuri, tidak membunuh diri yang
diharamkan Allah kecuali secara benar. Siapa yang
telah menyempurnakan janji tersebut di antaramu maka
pahalanya atas Allah. Siapa yang melakukan sesuatu
dari hal itu (melanggar), maka dihukum di dunia
sebagai kaffarah (pembalasan) baginya. Dan siapa yang
melakukan sesuatu, lalu Allah menutup atasnya, maka
urusannya terserah kepada Allah, jika Allah
menghendaki ~ dimaafkan-Nya dan jika Dia
menghendaki diazab-Nya. (HR Muslim).**

Dari hadis di atas dapat dipahami orang yang berbuat dosa secara umum
bila telah dijatuhi hukuman di dunia tidak akan dihukum lagi di akhirat oleh
Allah. Hanya saja di akhir hadis tersebut Nabi Muhammad SAW mengatakan
urusannya terserah kepada Allah apakah akan dihukum atau dimaafkan. Namun
menurut hemat penulis dengan memperhatikan hadis yang terdahulu, maka hadis
yang terakhir di atas telah dipertegas pengertiannya bahwa orang yang telah

dijatuhi hukuman merupakan wujud pertaubatan kepada Allah.

Dari Abu Dzar al-Ghifari ra ia berkata Rasulullah SAW bersabda:
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Terjemahannya: Bertagwalah kepada Allah di manapun engkau berada,
dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau
melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta

bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik.
(HR. Ahmad)™

Syeikh Abdurrahman al-Sa’di meyebutkan hak Allah dan hak hamba.

Hak Allah yang disebutkan adalah bertagwa kepada-Nya dengan tagwa yang

33ahih Muslim, op cit, Juz. II, h. 58
144 Ahmad ibn Hanbal, op cit. Juz. 1, h. 70
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sejati, yaitu menjaga diri dari murka dan azab Allah dengan menjauhi larangan-

larangan dan menjalankan perintah Allah.

Al-hasanah adalah istilah yang mencakup segala hal yang mendekatkan
diri hamba kepada Allah. Al-hasanah yang paling utama yang dapat membayar
sebuah kesalahan adalah taubatan nasuha disertai istighfar dan kembali kepada
Allah. Bergaullah dengan orang lain dengan ahklakyang baik, yang pertama dari
akhlak yang baik adalah tidak mengganggu orang lain dalam bentuk apapun, dan
engkau terjaga dari gangguan dan kejelekan mereka, setelah itu bermuamalah
dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Lalu bentuk akhlak baik yang khusus
adalah lemah lembut kepada orang lain, sabar terhadap gangguan mereka,
memasang wajah cerah, tutur kata yang lembut, memberikan rasa bahagia yang

dapat menghilangkan rasa kesepian dan kekakuan.

Taubat dalam pandangan Islam harus dilakukan segera dan diiringi
dengan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat.
Kesungguhan dalam bertobat harus dibuktikan dalam bentuk melaksanakan
perbuatan-perbuatan baik. Taubat dalam pandangan Islam artinya ruji © (kembali)
pada perbuatan-perbuatan yang baik serta diridhai oleh Allah. Dengan demikian,
taubat berarti kembali kepada fitrah kemanusiaan, kesucian dan dengan
melaksanakan dan menaati perintah Allah serta meninggalkan seluruh perbuatan

yang dapat menodai fitrah kemanusiaan.






